WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR: b TAHUN 2023

TENTANG

POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATECGIS, STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN FASILITASI PEMBIAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA S0OLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 avat (2),
Pasal 41 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali
Kota tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis, Standar
Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Badan Fasilitasi Pembiayaan;

Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Keeil dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);




3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970
tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan

Kotamadya Payakumbuh;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN WALI KOTA TENTANG POLA TATA KELOLA,

RENCANA STRATEGIS, STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS BADAN FASILITASI PEMBIAYAAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

2 %

Daerah adalah Daerah Kota Solok.

Wali Kota adalah Wali Kota Solok.

Pemerintahan Daerah adalah penvelenggara urisan pemerintah oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimnaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia 1945,

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah Kota Solok yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.

Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kota Solok.
Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang
selanjutnya disingkat DPKUMKM adalah Dinas Perdagangan Koperasi
Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Solok.

Inspektorat adalah Inspektorat Kota Solok.
Badan Layanan Umum Daerah Fasililasi Pembiayaan yang selanjutnya

disebut dengan BLUD Fasilitasi Pembiayaan adalash Unit Pelaksana Teknis
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20.

21.

Badan Fasilitasi Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah vyang
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab
terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas kepala, pejabat
umum dan keuangan dan pejabat teknis struktural yang sebutannya
disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD vang
bersangkutan,

Pejabat teknis yaitu pegawai BLUD Fasilitasi Pembiayaan yvang diberikan
tugas dan wewenang dalam menvelenggarakan kegiatan pelayanan dan
kegiatan operasional BLUD Fasilitasi Pembiayaan.

Urusan Administrasi adalah organ pada BLUD Fasilitasi Pembiayaan vang
menerima berkas permohonan pengajuan pinjaman.

Urusan Pelayanan adalah organ pada BLUD Fasilitasi Pembiayaan yang
mengelola data-data dan dokumen-dokumen pinjaman.

Tim Analis Kelayakan Pinjaman adalah organ yang bertugas menganalisa
usaha calon penerima pinjaman.

Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut dengan Dewan
Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap
pengelolaan BLUD.

Dana Pembiayvaan Daerah adalah dana vang dialokasikan oleh BLUD
Fasilitasi Pembiayaan untuk penguatan modal usaha bagi koperasi dan
usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya yang dikembalikan
dalam jangka waktu tertentu.

Rencana Strategis BLUD Fasilitasi Pembiayaan Tahun 2023-2027, yang
selanjutnya disebut Renstra BLUD Fasilitasi Pembiayaan adalah Dokumen
Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Badan Fasilitasi Pembiayaan
Tahun 2023-2027.

Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah
dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan
sebagai bahan penyusun rencana kerja dan anggaran perangkat Daerah.
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau
badan hukum koperasi, berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan
ekonomi rakyat berdasarkan azas kekeluargaan.

Koperasi Produsen adalah Koperasi yang menjalankan usaha pelayanan
dibidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang
dihasilkan anggota kepada anggota dan masyarakat.

Koperasi Konsumen adalah Koperasi yang menjalankan usaha pelayanan
dibidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan masyarakat.
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Koperasi Jasa adalah Koperasi yang menjalankan usaha pelayanan jasa
yang diperlukan oleh anggota dan masyarakat.

kKoperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang menjalankan usaha
simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha.

Koperasi Pemasaran adalah Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha
memasarkan produk yang dihasilkan anggota dan non anggota,

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau
badan usaha perorangan yvang memenuhi kriteria memiliki kekayaan
bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil
penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah).

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha vang bukan
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria
memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (ima puluh juta
rupiah) sampai dengan paling banyak RpS00.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki
hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar
lima ratus juta rupiah).

Usaha Menengah adalah usaha ckonomi produktif yvang berdiri sendiri,
vang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung
dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih
lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan
paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan
tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta
rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh
miliar rupiah).

Pinjaman adalah bentuk penyaluran Dana Pembiayaan Daerah kepada
usaha koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan lembaga keuangan mikro
lainnya dengan suatu perjanjian kredit yang memuat sekurang-kurangnya
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30.

besar dana pinjaman, jasa, jangka waktu pengembalian, jaminan dan
sanksi.

Tarif adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh BLUD Fasilitasi
Pembiayaan termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat
bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit
layanan.

Sektor Rill adalah sektor-sektor ekonomi selain di sektor keuangan yaitu
sektor pertanian, kehutanan, perikanan, sektor pertambangan dan
penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih,
sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor

pengangkutan, scktor-sektor jasa non keuangan.

Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Wali Kota ini adalah:
a. pola tata kelola;

b. rencana strategis; dan

c. standar pelayanan minimal.

BAB II
POLA TATA KELOLA
Bagian Kesatu
Kelembagaan

Pa=sal 3

BLUD Fasilitasi Pembiayaan mempunyai tugas pokok :

2.

melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
Badan Keuangan Dacrah dibidang pengelolaan fasilitasi pembiayaan; dan
melaksanakan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan
Usaha Menengah serta kelompok masyarakat melalui program peningkatan
permodalan dalam pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan
perekonomian Daerah.

Pasal 4

BLUD Fasilitasi Pembiayaan berwewenang untuk:

a. menyalurkan Dana Pembiayaan Daerah; dan
b. melaksanakan investasi jangka pendek.
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Pasal 5
Pejabat pengelola BLUD Fasilitasi Pembiayaan terdiri dari :

a. Pemimpin BLUD;
b. Pejabat Keuangan/Kasubag Tata Usaha; dan
¢. Pejabat Teknis.

Pasal 6
(1) Pejabat Pengelola di BLUD Fasilitasi Pembiayaan diangkat dan
diberhentikan oleh Wali Kota.
(2) Wali Kota mengangkat dan memberhentikan pejabat pengelola di BLUD
berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan.

Pasal 7
Pemimpin BLUD Fasilitasi Pembiayaan mempunyai tanggung jawab penuh dan
bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah vang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan,

Pasal 8
Pejabat Pengelola BLUD mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai pejabat
pengelola BLUD Fasilitasi Pembiavaan.

Pasal 9
|1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas:

a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan
mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan
produktif;

b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya
sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;

c. menyusun Renstra;

d. menyiapkan RBA;

e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Wali
Kota sesuai dengan ketentuan;

f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain
pejabat yang telah ditctapkan dengan peraturan perundangan-
undangan;

g. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD vyang dilakukan oleh
pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan
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internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja
operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah; dan
h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan
kewenangannya.
(2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan

keuangan.

Pasal 10
Pejabat keuangan BLUD Fasilitasi Pembiayaan dalam melaksanakan tugas dan
kewajibannya bertanggungjawab kepada pemimpin BLUD Fasilitasi

Pembiayaan.

Pasal 11
(1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai
fugas:
a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
¢. menviapkan DPA;
d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
menyelenggarakan pengelolaan kas;

Lo T -

melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi:
g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada
dibawah penguasaannya;
h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
L. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
J. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin
sesual dengan kewenangannya.
(2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.

(3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
(4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran

harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

Pasal 12
(1) Pejabat teknis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf c

mempunyai tugas:

AT
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a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan
dibidangnya;

b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan
RBA;

c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan
pelayanan dibidangnya; dan

d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin
sesual dengan kewenangannva,

(2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
avat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis
operasional dan pelayanan dibidangnya.

(3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas
sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 13
Struktur organisasi BLUD Fasilitasi Pembiayaan tercantum dalam Lampiran 1
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Prosedur Kerja

Pasal 14
(1) BLUD Fasilitasi Pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan dibidang
Pengelolaan Fasilitasi Pembiayaan wajib melakukan hubungan kerja
dengan Perangkat Daecrah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
dibidang keuangan.
(2) Hubungan kerja sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat dilakukan
dalam kegiatan program dan anggaran.

Pasal 15

Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan

sebagai berikut:

a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang
keuangan menyusun rencana dan menetapkan target untuk kegiatan
dibidang Pengelolaan Fasilitasi Pembiayaan untuk dibahas dan sepakati
dengan BLUD Fasilitasi Pembiayaan;




b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang
keuangan melakukan pengawasan dan pembinaan kegiatan dibidang
Pengelolaan Fasilitasi Pembiayaan yang dilaksanakan oleh BLUD Fasilitasi
Pembiayaan;

c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang
keuangan melakukan evaluasi seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh
pejabat teknis;

d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang
keuangan menjadi rujukan dalam pengelolaan keuangan;

e. BLUD Fasilitasi Pembiavaan melaksanakan kebijakan Perangkal Daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang keuangan;

f. BLUD Fasilitasi Pembiayaan menyusun Renstra dan RBA; dan

g. BLUD Fasilitasi Pembiayaan menyampaikan laporan kinerja dan keuangan
kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

dibidang keuangan.

Paragraf 1
HubunganKerja

Pasal 16
(1) Hubungan kerja BLUD Fasilitasi Pembiayaan terdiri atas:
a. hubungan hirarkis; dan
b. hubungan koordinatif.
(2) Hubungan kerja hirarkis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf
a terdiri atas:
a. pemimpin dengan jabatan keuangan dan jabatan teknis; dan
b. pemimpin dengan satuan pengawas internal.
(3) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri atas:
a. pemimpin dengan Dewan Pengawas;
b. permimpin keuangan dengan pejabat teknis; dan
c. antar pejabat teknis.




Paragrafl 2

Mekanisme Kerja

Pasal 17

(1) Mekanisme kerja BLUD Fasilitasi Pembiayaan dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya disusun dalam bentuk standar operasional prosedur.

(2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari :
a, kegiatan administrasi; dan
b. kegiatan pelayanan.

(3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Pengelompokan Fungsi

Pasal 18
Fungsi BLUD Fasilitasi Pembiayaan terdiri dari :
a. fungsi pelayanan; dan
b. fungsi pendukung.

Pasal 19
(1) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a adalah
fungsi dalam pengelolaan bidang pembiayaan.
(2) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Urusan
Pelayanan dan urusan teknis pelayanan.

Pasal 20
(1) Fungsi pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah
fungsi yang mendukung fungsi pelayanan.
(2) Fungsi pendukung sebagaimana dimaksud pada avat (1) terdiri dari Urusan
Administrasi, urusan pelaporan dan akuntansi.




Bagian Keempat

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pasal 21
Pengelolaan sumber daya manusia berorientasi pada peningkatan pelayanan
kepada masyarakat

BAB 111
RENCANA STRATEGIS
Pasal 22
Rencana Strategis disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. Babl : Pendahuluan;
b. Babll : Gambaran Pelayanan BLUD Fasilitasi Pembiayaan Pada
Badan Keuangan Dacrah;
c. Bablll : Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis BLUD Fasilitasi
Pembiayaan Pada Badan Keuangan Daerah;
d. BabIV : Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran;
e. BabV : Strategi Dan Arah Kebijakan;
f. BabVI : Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan; dan
g. Bab VIl : Penutup.
Pasal 23

Rencana Strategis menjadi pedoman dalam:

a. Pelaksanaan tugas dan fungsi bagi BLUD PFasilitasi Pembiayaan untuk
periode Tahun 2023-2027;

b. Penyusunan Rencana Kerja BLUD Fasilitasi Pembiayaan setiap tahun.

Pasal 24

Rencana Strategis tercantum dalam Lampiran 1l yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.




BAB IV
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25
Standar pelayanan merupakan ukuran pelayanan yang diberikan oleh BLUD
Fasilitasi Pembiayaan.

Pasal 26

(1) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi

persyaralan:

a. fokus pada pelayanan;

b. terukur;

c. dapat dicapai;

d. relevan dan dapat diandalkan; dan
e. tepat waktu.

(2) Folkus pada pelayanan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
mengutamakan kegiatan pelayanan vang menunjang terwujudnya tugas
dan fungsi BLUD Fasilitasi Pembiayaan.

(3) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan
vang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan.

(4) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ merupakan
kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai
kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.

(5) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk
menunjang tugas dan fungsi BLUD Fasilitasi Pembiayaan.

(6) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan
kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua
Jenis Pelayanan

Pasal 27
(1) Pelayanan BLUD Fasilitasi Pembiayaan adalah pelayanan penyaluran Dana
Pembiayaan Daerah dalam bentuk Pinjaman wvang bersumber dari dana

APBD, kerjasama, dan sumber lainnya yang sah.
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(2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan secara langsung

oleh BLUD Fasilitasi Pembiayaan.

Bagian Ketiga
Indikator Keberhasilan
Pasal 28

(1) Indikator keberhasilan pelaksanaan standar pelayanan minimal meliputi:

a.
b.

c.

penyaluran Pinjaman Dana Pembiayaan Daerah;

pengembalian Pinjaman Dana Pembiayaan Daerah;

penagihan Pinjaman Dana Pembiayaan Daerah;

penyelesaian pengembalian Pinjaman bagi penerima Pinjaman Dana
Pembiayaan Daerah yang tidak bermasalah; dan

penyclesaian pengembalian Pinjaman bagi penerima Pinjaman Dana

Pembiayaan Daerah yang bermasalah.

(2) Indikator keberhasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan

Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat

Sasaran Pelayvanan

Pasal 29
Sasaran pelayanan BLUD Fasilitasi Pembiayaan meliputi:
a. Koperasi:
b. Usaha Mikro;

¢. Usaha Kecil: dan
d. Usaha Menengah.

Pasal 30

Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 hurufl a dibedakan
berdasarkan jenis yang meliputi:

.

b
c.
d

Koperasi Produsen;

. Koperasi Konsumen;

Koperasi Jasa;

. Koperasi Simpan Pinjam; dan

Koperasi Pemasaran,
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Pasal 31

Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud
dalam pasal 29 huruf b, huruf ¢, dan huruf d adalah Usaha Mikro, Usaha
Kecil, dan Usaha Menengah Sektor Riil yang terdiri dari:

a.

bidang ketahanan pangan dan energi meliputi pengadaan sarana produksi,
budidaya/produksi, penanganan pasca panen, pengolahan, penyimpanan,
perdagangan dan jasa pendukung lainnya dibidang ketahanan pangan;
bidang kemaritiman meliputi penangkapan ikan dan hasil laut,
pengadaan/peremajaan sarana produksi, budidaya/produksi, pengolahan,
penyimpanan, perdagangan dan jasa pendukung lainnva dibidang
kemaritiman; dan

bidang pariwisata dan ckonomi kreatif meliputi jasa transportasi wisata,
jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penvediaan
akomodasi, penyelenggaraan kegiatan wisata (eventorganizer), periklanan,
arsitektur, pasar seni dan antik, kerajinan, fashion, film, video, musik,
fotografi, radio dan televisi, permainan interaktif (edukasi) penerbitan dan
percetakan, layanan komputer dan peranti lunak, perawatan dan
kecantikan.

Bagian Kelima
Kriteria dan Persyaratan Calon Penerima
Paragraf 1
Koperasi Produsen

Pasal 32

Koperasi Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, sebagai
calon Penerima Pinjaman Dana Pembiayaan Daerah harus memenuhi Kriteria
sebagai berikut:

a.

telah beroperasi dan memiliki badan hukum Koperasi minimal 1 (satu)
tahun yvang dibuktikan dengan laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang
dilengkapi dengan neraca dan perhitungan hasil usaha Koperasi dan

susunan Pengurus/Pengawas;

. memiliki Anggaran Dasar yang ditetapkan melalui Rapat Anggota;

c. memiliki Tanda Daftar Umum Koperasi, Nomor Pokok Wajib Pajak; Nomor

Induk Berusaha:

. minimal Koperasi yang memiliki penilaian cukup sehat; dan

€. bersedia tunduk dan taat terhadap ketentuan yvang ditetapkan oleh BLUD

—.

Fasilitasi Pembiayaan.

T




Pasal 33

Pengajuan Pinjaman oleh Koperasi Produsen calon penerima pinjaman Dana

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai

persyaratan sebagai berikut:

a.
b.

pemohon mengajukan proposal dan mengisi formulir;

melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus yang masih
berlaku;

melampirkan [otokopi Surat Keterangan Domisili Usaha dari instansi vang

berwenang;

. melampirkan pasfoto terbaru pengurus masing-masing ukuran 3x4 cm

sebanyak 2 (dua) lembar;

. melampirkan rencana  penyaluran dan/atau penggunaan dana

Pinjaman/daftar nominatif;

melampirkan fotokopi akta pendirian/akta perubahan anggaran dasar
Koperasi;

melampirkan fotokopi SK pengesahan akta pendirian/SK perubahan
anggaran dasar Koperasi;

melampirkan fotokopi daftar fidusia minimal 100% (seratus persen] dari
jumlah plafon Pinjaman;

melampirkan fotokopi Berita Acara Rapat Anggota Khusus (RAK) dan/atau
Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang menetapkan pengajuan Pinjaman Dana
Pembiayaan Daerah yang ditandatangani oleh pengurus Koperasi dan
diketahui/dilaporkan kepada DPKUMKM serta melampirkan daftar hadir
rapat;

melampirkan fotokopi doekumen agunan,

melampirkan laporan keuangan;

laporan Rapat Anggota Tahunan tahun terakhir; dan

m. permohonan dijilid dengan rapi.

Paragraf 2
Koperasi Konsumen, Koperasi Jasa,

Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Pemasaran

Pasal 34

Koperasi konsumen, Koperasi jasa, Koperasi Simpan Pinjam, dan Koperasi

pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, huruf ¢, huruf d
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dan huruf e sebagai calon Penerima Pinjaman Dana Pembiayaan Daerah harus

memenuhi kriteria sebagai berikut:

=

telah beroperasi dan memiliki badan hukum Koperasi minimal 1 (satu)
tahun yang dibuktikan dengan laporan Rapat Anggota Tahunan yang
dilengkapi dengan Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha Koperasi dan
susunan Pengurus/Pengawas;

memiliki Anggaran Dasar yang ditetapkan melalui Rapat Anggota;

memiliki Tanda Daftar Umum Koperasi, Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor
Induk Berusaha:

Koperasi yang memiliki penilaian minimal cukup sehat; dan

bersedia tunduk dan taat terhadap ketentuanyang ditetapkan oleh BLUD
Fasilitasi Pembiavaan.

Pasal 35

Pengajuan pinjaman oleh Koperasi Konsumen, Koperasi Jasa, Koperasi Simpan

Pinjam dan Koperasi Pemasaran sebagai calon Penerima Pinjaman Dana

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai

persvaratan sebagai berikut:

d.

b.

pemohon mengajukan proposal dan mengisi formulir;
melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus yang masih
berlaku;

. melampirkan fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha dari instansi yang

berwenang;

melampirkan pasfoto terbaru pengurus masing-masing ukuran 3x4 cm
sebanyak 2 (dua) lembar;

melampirkan  rencana  penyaluran dan/atau  penggunaan dana
Pinjaman/daftar nominatif;

melampirkan fotokopi Akta Pendirian/Akta Perubahan Anggaran Dasar
Koperasi;

melampirkan fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Akta Pendirian/Surat
Keputusan Perubahan Angegaran Dasar Koperasi;

melampirkan fotokopi daftar fidusia/piutang lancar minimal 100% (seratus
persen) dari jumlah plafon Pinjaman;

melampirkan fotckopi Berita Acara Rapat Anggota Khusus dan/atau Rapat
Anggota Tahunan yang menetapkan pengajuan Pinjaman Dana Pembiayaan
Daerah  yang  ditandatangani oleh  Pengurus  Koperasi dan
diketahui/dilaporkan kepada DPKUMKM serta melampirkan daftar hadir
rapat;

melampirkan fotokopi Dolktumen Jaminan Pinjaman;

§ 1T




k. melampirkan laporan keuangan,;
l. laporan Rapat Anggota Tahunan tahun terakhir; dan
m. permohonan dijilid dengan rapi.

Paragraf 3
Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah Sektor Riil

Pasual 36
Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah Sektor Riil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, sebagai calon Penerima Pinjaman Dana
Pembiayaan Daerah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
telah menjalankan usaha minimal & (enam) bulan;
bertempat tinggal di permukiman resmi di wilayah Kota Solok;
memiliki usaha produktif dan layvak dikembangkan;
memiliki laporan keuangan 3 (tiga) bulan terakhir, dengan keuntungan

. o o p

positl;

e. memiliki badan usaha atau usaha perorangan yang mempunyai legalitas
usaha sesuai dengan ketentuan perundangan;

f. memiliki kantor dan/atau lokasi usaha dengan status vang jelas; dan

g. bersedia tunduk dan taat terhadap ketentuan vang ditetapkan oleh BLUD

Fasilitasi Pembiayaan.

Pasal 37
Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah Sektor Riil calon penerima
Pinjaman Dana Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
mempunyail persyaratan sebagai berikut:
a. sural permohonan pinjaman kepada BLUD Fasilitasi Pembiayaan.
b. proposal pinjaman sekurang-kurangnva memuat aspek kelembagaan,
pemasaran, produksi, keuangan, rencana penggunaan dan nilai pengajuan.
c. kelengkapan legalitas:
1) fotokopi akta pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar beserta SK
pengesahannya, kecuali usaha perseorangan;
2) susunan direksi dan komisaris atau pemilik usaha;
3) fotokopi Surat Keterangan Domisili dan Nomor Induk Berusaha (NIB)
untuk Pinjaman diatas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
5) fotokopi Surat Keterangan Usaha untuk Pinjaman kurang dari
Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

6) fotokopi statis kepemilikan kantor; dan




7) fotokopi Kartu Tanda Penduduk direksi dan komisaris atau pemilik
usaha.
d. dalam hal tertentu, perizinan yang dilampirkan dapat dalam bentuk lain
sepanjang diatur dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam
Prosedur Pengajuan Proposal Pinjaman dan Mekanisme Penyaluran Dana

Pembiayaan Daerah

Pasal 38

(1) Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengajukan proposal
Pinjaman dengan melengkapi peryaratan yang telah ditentukan kepada
penerima proposal.

(2) Urusan Administrasi melakukan seleksi administrasi terhadap permohonan
vang diajukan oleh Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sesuai
dengan peryaratan yang telah ditetapkan.

(3) Penentuan klasifikasi permohonan Pinjaman hasil seleksi administrasi
adalah:

a. ditolak bagi proposal yang tidak memenuhi persyaratan; atau
b. diproses lebih lanjut bagi proposal yang memenuhi persyaratan.

Pasal 39
(1) Proposal dari Urusan Administrasi ditinjau ulang oleh Urusan Pelayanan
untuk melihat kelengkapan administratif dan kelayakan usaha.
(2) Bagi proposal yang dinilai layak mendapatkan Pinjaman, Urusan Pelayanan
mengeluarkan lembaran persetujuan untuk ditindaklanjuti oleh Tim Analis
Kelayakan Pinjaman.

Pasal 40

(1) Proposal Pinjaman yang sudah memperolch lembar persetujuan dari
Urusan Pelayanan diteruskan kepada Urusan Teknis Pelayanan.

(2) Urusan Teknis Pelayanan mengecek kelayakan usaha dengan mengisi
lembaran survei.

(3) Hasil isian lembaran survei yang dilakukan cleh Urusan Teknis Pelayanan
diteruskan kepada Tim Analis Kelayakan Pinjaman untuk mendapatkan
rekomendasi diterima atau ditolaknya proposal pinjaman.
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Pasal 41
Tim Analis Kelayakan Pinjaman yang dimaksud pada pasal 40 ayat (3) terdiri
dari :
a. BLUD Fasilitasi Pembiayaan; dan
b. dinas teknis terkait.

Pasal 42

(1) Hasil isian lembaran survei yang dinilai layak dan mendapatkan
rekomendasi diterima oleh Tim Analis Kelayakan Pinjaman dikonfirmasi
kepada calon penerima pinjaman.

(2) Setelah dikonfirmasi dan disepakati dengan calon penerima pinjaman,
Pemimpin BLUD Fasilitasi Pembiayaan mengeluarkan surat penelapan
penerima Pinjaman.

(3) Penandatanganan surat perjanjian Pinjaman antara Pemimpin BLUD
Fasilitasi Pembiayaan dengan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
penerima Pinjaman.

(4) Pemimpin BLUD Fasilitasi Pembiayaan mengeluarkan surat perintah
pencairan Dana Pembiayaan Daerah untuk Koperasi, Usaha Mikro, Keeil
dan Menengah.

Pasal 43
(1) BLUD Fasilitasi Pembiayaan melakukan monitoring dan evaluasi atas
Pinjaman kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah penerima
Pinjaman paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
(2) BLUD Fasilitasi Pembiayaan melakukan penagihan aktif kepada Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah penunggak Pinjaman.

Bagian Ketujuh
Analisis Kelayakan, Keputusan Permohonan Pinjaman, dan

Pengembalian Dana Pinjaman

Paragraf 1
Analisis Kelayakan

Pasal 44
Analisis kelayakan terhadap permchonan Pinjaman Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil, Usaha Menengah dilakukan oleh Tim Analis Kelayakan Pinjaman dengan
memperhatikan sekurang-kurangnya aspek:
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pemasararn;

=

produksi;

£

manajemen; dan

d. keuangan.

Paragraf 2

Keputusan Permohonan Pinjaman

Pasal 45
Keputusan persetujuan atau keputusan penolakan atas pemberian Pinjaman
dari BLUD Fasilitasi Pembiayaan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah sepenuhnya merupakan kewenangan BLUD Fasilitasi Pembiayaan.

Paragraf 3
Pengembalian Dana Pinjaman

Pasal 46

(1) Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah penerima Pinjaman membayar

Pinjaman melalui :

a. penyetoran secara tunai ke kantor BLUD Fasilitasi Pembiayaan;

b. penyetoran secara tunai kepada petugas penagih; dan

c. penvetoran secara transfer ke rekening BLUD Fasilitasi Pembiavaan.

(2) Pembayaran Pinjaman dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal jatuh
tempo, jika saat jatuh tempo bertepatan dengan hari libur atau diluar hari
kerja maka pembayaran bisa dilakukan pada saat harn kerja berikutnya.

(3) Dalam penvetoran sebagaimana vang dimaksud pada ayat (1) huruf a,
setoran dianggap sah apabila kuitansi dan buku cicilan dibubuhi paraf
kasir/bendahara dan cap BLUD Fasilitasi Pembiayaan.

(4) Dalam penyetoran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hurul b,
peminjam menyetorkan kepada petugas penagih @ apabila terjadi
keterlambatan pembavaran.

(5) Dalam penyetoran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c,
peminjam menyetorkan ke giro BLUD Fasilitasi Pembiayaan dengan nomor
rekening: 0600.0101, 011591 atas nama UPTD Fasilitasi Pembiayaan,

-




BAB VWV
PENGAWASAN DAN PELAPORAN PENYALURAN DANA PEMBIAYAAN DAERAH
Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 47
(1) Pengawasan terhadap penyaluran Dana Pembiayaan Daerah dilakukan oleh
satuan pengawas intern dan/atau Dewan Pengawas dengan melakukan
pemantauan dan pengawasan penyaluran Dana Pembiayaan Daerah untuk
mendeteksi dini atau mengurangi risiko ketidaktertagihan yang dapat
merugikan BLUD Fasilitasi Pembiayaan.
(2) Dalam hal satuan pengawas intern belum terbentuk maka fungsi

pengawasan dapat dilakukan oleh Inspektorat.
(3) Dalam hal dewan pengawas belum terbentuk maka dibentuk tim monitoring

dan evaluasi dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 48
(1) Pengawasan penyaluran Dana Pembiayvaan Daerah meliputi:
a. internal BLUD Fasilitasi Pembiayaan; dan
b. eksternal BLUD Fasilitasi Pembiayvaan.
(2) Pengawasan internal BLUD Fasilitasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dilakukandengan:
a. memantau dan mengawasi kesesuaian proses penyaluran Dana
Pembiayaan Daerah;
b. memantau dan mengawasi kesesuaian penanganan pengembalian
Pinjaman Dana Pembiayaan Daerah;
c. memantau kesesuaian pelaksanaan pengadministrasian dokumen
penyaluran Dana Pembiayaan Daerah; dan
d. mengevaluasi kebijakan, prosedur, organisasi, dan manajemen
penyaluran Dana Pembiayaan Dacrah.
(3) Pengawasan eksternal BLUD Fasilitasi Pembiavaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
a. melakukan pengawasan penggunaan Dana Pembiayaan Daerah sesuai
dengan maksud penggunaannya; dan

b. memantau perkembangan usaha penerima Dana Pembiayaan Daerah.
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Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 49

(1) Pemimpin BLUD Fasilitasi Pembiayaan menyampaikan laporan kinerja
penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal BLUD Fasilitasi
Pembiayaan secara periodik kepada Kepala BKD.

(2) Kepala BKD menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan
pencapaian standar pelayanan minimal BLUD Fasilitasi Pembiayaan kepada
Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Inspektorat.

(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, menjadi bahan Wali
Kota dalam membuat kebijakan.

Bagian Ketiga

Pembinaan

Pasal 50
(1) Pembinaan penyelenggaraan Dana Pembiayaan Daerah BLUD Fasilitasi
Pembiayaan dilakukan oleh Wali Kota melalui Sekretaris Dacrah.
(2) Pembinaan teknis dan keuangan penyelenggaran Dana Pembiavaan Daerah
BLUD Fasilitasi Pembiayaan dilakukan oleh BKD.

Bagian Keempat

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 51

(1) Monitoring dilakukan oleh BLUD Fasilitasi Pembiayaan untuk memastikan
bahwa pelaksanaan penvaluran Dana Pembiayaan Daerah telah berjalan
sesuai dengan standar pelayanan minimal.

(2) Ketentuan monitoring meliputi:
a. membandingkan standar pelayanan minimal dengan indikator yang ada;
b. waktu monitoring dilaksanakan secara berkala;
c. metode monitoring yang digunakan diantaranya berupa kunjungan

lapangan, wawancara dan pengamatan; dan

d. hasil-hasil monitoring digunakan sebagai bahan evaluasi.




Pasal 52
(1) Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengetahui keberhasilan pencapaian
dan dampak program yang diselenggarakan berdasarkan hasil monitoring
dalam rangka peningkatan kinerja BLUD Fasilitasi Pembiayaan.
(2) Ketentuan evaluasi meliputi:
a. waktu evaluasi dilaksanakan secara berkala;
b. metode evaluasi dilakukan dengan cara kunjungan lapangan,
wawancara, pengamatan dan studi dokumentasi; dan
c. hasil evaluasi digunakan sebagai masukan dalam rangka peningkatan
kinerja pelayanan BLUD Fasilitasi Pembiayaan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 53
Pendanaan BLUD Fasilitasi Pembiayaan bersumber dari :
a. anggaran pendapatan belanja daerah; dan
b. sumber lain yvang sah sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.




BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 54
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Solok.

Ditetapkan di Selok L
pada tanggal 19 af" 023
% WALI KOTA SOLO

Diundangkan di Solok
WL
pada tanggal 19 0% 2023

3 SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK




LAMPIRAN 1

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG

POLA TATA KELOLA, RENCANA
STRATEGIS, STANDAR PELAYANAN
MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
BADAN FASILITASI PEMBIAYAAN

T

Struktur Organisasi BLUD Fasilitasi Pembiayaan

Pemimpin
BLUD

Pejabat
Keuangan

]_

Pejabat
Teknis
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Berdasarkan Permendagri
Nomor 86 Tahun 2017 pasal 13 ayat 1, Rencana Strategis Perangkat Daerah
memual tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka
pelaksanaan Urusan Pemerintah Wajib dan/atau Urusan Pemerintalan
Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah vang disusun
berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif,

Kerangka Penyusunan Renstra BLUD Fasilitasi Pembiayaan pada Badan
Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2023-2027 telah disesuaikan dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah.

Renstra BLUD Fasilitasi Pembiayaan pada Badan Keuangan Daearah
Kota Solok Tahun 2023-2027 memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi
yaitu cara yang digunakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran vang
dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program dan
discsuaikan dengan bidang kewenangan, tugas dan fungsi dalam
pemerintahan untuk periode waktu 5 (lima) tahun.

Renstra BLUD Fasilitasi Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Kota
Solok Tahun 2023-2027 diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian
sumber daya manusia dan sumber daya alam khususnya bidang keuangan,
agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan
tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

1.2, Landasan Hukum

Rencana strategis BLUD Fasilitasi Pembiayaan pada Badan Keuangan
Daerah Kota Solok Tahun 2023-2027 disusun berdasarkan peraturan
perundang-undangan sebagai berikut:




10.

1.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Ctonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1856 Nomor 19), jo Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan
Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengparaan Negara
yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomeor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistemn Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2




12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19,

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara
Republikindonesia Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nemor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 604 1);

Lsd




20. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas
dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6244);

21, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20186
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6402);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan
keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang
Laporan Dan Ewvaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5655);

25. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah {Lembar Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 80);

26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, dan rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312);




28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1213);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018
tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun
2018 Tentang Standar Teknis Pelayvanan Minimal Urusan Bencana Daerah
Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1541);

31. Peraturan Mentenn Dalam Negen Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintah Daerah;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

35. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008
Nomor 7, Tambahan Lembaraan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor
27);

36. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2005 tentang Prosedur
Perencanaan Pembangunan Partisipatif;

37. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kota Solok Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Solok Nomor 2);

38. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Solck Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kota Solok
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Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor
13);

39, Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

40. Peraturan Walikota Solok Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan
Keuangan.

41, Peraturan Walikota Solok Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi
dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Keuangan Daerah Kota
Solok.

42. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Solok Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Solok Nomor 3).

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis BLUD Fasilitasi Pembiayaan memuat rencana
program dan kegiatan yvang akan dilaksanakan setiap tahun. Adapun maksud
dari disusunnya rencana strategis ini adalah sebagai pedoman perencanaan
dalam mengarahkan dan menyelaraskan seluruh dimensi kebijakan
pembangunan khususnya pada bidang Fasilitasi Pembiayaan sclama 5 tahun.
Sehingga program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi BLUD Fasilitasi
Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok setiap tahun dalam
periode 2023-2027 terlaksana secara optimal.

Berdasarkan uraian maksud di atas, maka tujuan dari penyusunan
Rencana Strategis BLUD Fasilitasi Pembiavaan pada Badan Keuangan Daerah
adalah:

- Memberikan pedoman bagi penyusunan Renja, RBA, RKA dan DPA BLUD
Fasilitas] Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah setiap tahun,

- Mengoptimalkan tugas, fungsi dan peran BLUD Fasilitasi Pembiayaan pada
Badan Keuangan Daerah dalam mencapai target pencapaian RPJIMD Kota
Solok Tahun 2023-2027.

- Membangun sistem akuntabilitas terhadap kinerja BLUD Fasilitasi
Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah sebagai salah satu institusi
Pemerintah Kota Solok dalam perencanaan pembangunan.

- Memberikan alat ukur bagi pencapaian kinerja BLUD Fasilitasi Pembiayaan
pada Badan Keuangan Daerah baik triwulan, tahunan dan jangka

menengah.




1.4. Sistematika Penulisan

Renstra BLUD Fasilitasi Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah
Kota Solok Tahun 2023-2027 ini disusun dalam beberapa bab dengan

sistematika sebagai berikut:

BAB |

BAB I

BAB [I1

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII

PENDAHULUAN

Merupakan bab pengantar yang berisikan latar belakang, landasan
hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

GAMBARAN PELAYANAN BLUD FASILITASI PEMBIAYAAN PADA
BADAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menggambarkan tentang tugas, fungsi, struktur organisasi
BLUD Fasilitasi Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah; sumber
daya BLUD Fasilitasi Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah;
kinerja pelayanan BLUD Fasilitasi Pembiayaan pada Badan
Keuangan Daerah: serta tantangan dan peluang pengembangan
pelayanan BLUD Fasilitasi Pembiayaan pada Badan Keuangan
Dacrah.

PERMASALAHAN DAN I[SU-ISU STRATEGIS BLUD FASILITASI
PEMBIAYAAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini berisikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan
fungsi pelayanan BLUD Fasilitasi Pembiayaan pada Badan Keuangan
Daerah, telaahan visi, misi dan program walikota dan wakil walikota
terpilih, telaahan K/L dan Renstra, telaahan RTRW dan KLHS serta
penentuan isu-isu strategis.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisikan Visi, MIsi, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran
Jangka Menengah BLUD Fasilitasi Pembiayaan pada Badan
Keuangan Daerah.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang strategi dan arah kebijakan BLUD
Fasilitasi Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah .

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan tentang program, kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama lima tahun
mendatang.

PENUTUP




BAB I1I

GAMBARAN PELAYANAN BLUD FASILITASI PEMBIAYAAN PADA BADAN

2.1

KEUANGAN DAERAH KOTA SOLOK

Gambaran Umum BLUD Fasilitasi Pembiayaan

2.1.1 Lokasi

Lokasi BLUD Fasilitasi Pembiayaan adalah di Gedung F Balaikota Solok,
Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok.

2.1.2 Kegiatan dan jenis layanan

Kegiatan utama BLUD Fasilitasi Pembiayaan adalah:

1. Menyalurkan dan memanfaatkan sumber pembiayaan daerah untuk
pembiayaan yang dibutuhkan Koperasi dan UMKM.

2. Mengevaluasi kesesuaian dan kepatuhan penyaluran untuk
pembiayaan Koperasi dan UMKM, serta pengelolaannya, terhadap
pedoman pengelolaan teknis penyaluran dan pedoman pengelolaan
keuvangannya dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan
Keuangan Daerah Kota Solok

BLUD Fasilitasi Pembiayaan merupakan Unit Pelaksana Teknis
Badan Keuangan Daerah yvang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan menggunakan
standar pelavanan minimal yang diatur ketentuan peraturan perundang-
undangan memberikan layanan kepada masyarakat berupa fasilitasi
pembiayaan melalui pembiayaan untuk mengembangkan usaha dalam
rangka pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Adapun standar pelayanan
minimal BLUD Fasilitasi Pembiayaan Unit Pelaksana PPK-BLUD harus
memenuhi persyaratan fokus pada jenis pelayanan, terukur, dapat
dicapai, relevan dan diandalkan serta tepat waktu dengan
mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan
layanan serta kemudahan untuk mendapatkan lavanan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yvang berlaku.

Dalam melakukan pelayanan pembiayvaan BLUD Fasilitasi
Pembiayaan didukung oleh sumber dana yang terdiri dari :
a. Jasa Layanan;
b. Hibah;
¢. Hasil kerjasama dengan pihak lain;




d. APBD; dan
e. Laimn-lain pendapatan BLUD yang sah.

Fasilitasi Pembiayaan dilaksanakan secara tertib, transparan dan
akuntabel dalam rangka membantu meningkatkan kemampuan
permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan usaha
lainnya untuk pengembangan usaha dalam rangka pemberdayaan
Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah (KUMEKM).

Pengembangan BLUD Fasiliasi Pembiayaan diarahkan agar BLUD
Fasiliasi Pembiayaan dapat memberi layanan yang lebih baik kepada
KUMKM dalam memperkuat struktur permodalannya, sehingga dapat
membantu KUMKM menjalankan wusahanya dengan benar-benar
menerapkan prinsip dan kaidah prakiek bisnis vang sehat, schingga
KUMKM dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan optimal dan
pada akhirnyva dapat berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakvat.

Budaya pelayanan yang harus dijiwai di seluruh jajaran pengelola
BLUD Fasilitasi Pembiayaan adalah :

1. Mengedepankan prinsip-prinsip Good Geovernance (transparansi,
akuntabilitas, efisiensi, keterbukaan dan penegakan hukum ) dalam
setiap kegialannya.

2. Berpedoman kepada sistem sebagai acuan kerja.

3. Bersikap jujur, berpikir positif, berdedikasi tinggi dan amanah.

4. Selalu meningkatkan profesionalisme demi pencapaian nilai tambah

bagi BLUD Fasilitasi Pembiayaan.
Berorientasi pada pengembangan Koperasi dan UMKM.
6. Proaktil terhadap perubahan lingkungan.

lf.r"l

Dalam hubungan ini maka pengelolaan BLUD Fasilitasi Pembiayaan
harus dilakukan secara profesional, produktif, efektif, dan efisien, dalam
arti BLUD Fasilitasi Pembiayaan harus mempunyai kemampuan
mewujudkan pelayanan ini, dapat meningkatkan nilai tambah dan
manfaat yang sebesar-besarnya bagi KUMKM. Dengan bertumbuhnya
KUMKM, diharapkan dalam lima tahun ke depan BLUD Fasilitasi
Pembiayaan akan menjadi lembaga yang kuat dan memiliki kompetensi
dalamm mengelola Dana Pembiayaan Daerah bagi perkuatan dan
pengembangan KUMKM. Dalam lima tahun kedepan pengembangan
BLUD Fasiliasi Pembiayaan juga difokuskan pada upaya memantapkan
kelembagaan BLUD Fasiliasi Pembiayaan sebagai lembaga pengelola
pembiayaan daerah yang prolesional, sehingga mampu mengembangkan
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pembiayaan untuk KUMKM secara proporsional, akuntabel dan
berkelanjutan serta mudah akses oleh KUMKM.

Dalam pengembangannya BLUD Fasilitasi Pembiayaan secara
bertahap menjalankan jenis layanan vang sesuai dengan perkembangan
kebutuhan KUMKM, dengan tetap mengacu pada kemampuan BLUD
Fasilitasi Pembiayaan sejalan dengan rencana yang telah ditetapkan
dalam rencana strategis.

Selain hal diatas, BLUD Fasiliasi Pembiayaan juga akan bermitra
dengan berbagai lembaga instansi/lembaga yang mampu mendukung
terhadap pengembangan maupun perluasan usaha BLUD Fasiliasi
Pembiayaan dalam berbagai program dan mengevaluasi program-
program yvang telah dijalankan serta upaya mengembangkan program-
program baru dalam rangka memperkuat struktur permodalan, dan
mempermudah akses sumber-sumber permodalan serta peningkatan
kewirausahaan bagi Koperasi dan UMKM.

2.2 Gambaran Organisasi BLUD Fasilitasi Pembiayaan
2.2.1 Tugas pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesual dengan Peraturan Walikota Solok Nomor 36 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Badan Keuangan Daerah memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut ;

a. Tugas Pokok
Melaksanakan kegiatan operasional dan atau kegiatan teknis penunjang
Badan Keuangan Daerah di bidang pengelolaan fasilitasi pembiayaan.
b. Fungsi
1. Penvusunan rencana teknis operasional kegiatan;
2. Pelaksanaan pelayanan pinjaman kepada masyarakat dan pelaku
usaha;
3. Pelaksanaan fasilitasi permodalan;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pelayanan sesuai bidang tugas;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
¢. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi BLUD Fasilitasi Pembiayaan pada Badan Keuangan
Daerah Kota Solok ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Solok Nomor
36 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Keuangan Daerah.
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Susunan Organisasi BLUD Fasilitasi pada Badan Keuangan Daerah
terdiri dari:
a. Kepala BLUD ;
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional
Berikut bagan struktur organisasi Badan Keuangan DaerahKota Solok
berdasarkan Peraturan Walikota Solok Nomor 36 Tahun 2018 (entang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Badan Keuangan Daerah:

Bagan 1:
STRUKTUR ORGANISASI
BLUD FASILITASI PEMBIAYAAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH

Kepala
ELUD
( Sub Bagian
L Tata Usaha
Kelompok
Jabatan
Fungsional

Berikut disajikan tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural
dilingkungan BLUD Failitasi Pembiayaan padan Badan Keuangan Daerah Kota
Solok berdasarkan Peraturan Walikota Solok Nomor 36 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah ;
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1. Kepala BLUD

Tugas : Melaksanakan kegiatan operasional dan atau kegiatan teknis

penunjang Badan Keuangan Daerah di Bidang pengelolaan

Fasilitasi pembiayaan.

Fungsi : a.

Merencanakan program kerja BLUD Fasilitasi Pembiayaan
berdasarkan peraturan perundang undangan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan
tanggungjawabnya,

Memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan
sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya;
Melaksanakan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah serta kelompok masyarakat melalui
program peningkatan permodalan dalam pengembangan
ekonomi lokal dan peningkatan perekonomian daerah;
Melaksanakan pelayanan teknis administratif
ketatausahaan BLUD ;

Menviapkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Unit
Pelaksana Tecknis Daerah Fasilitasi Pembiayaan pada
Badan Keuangan Daerah vang menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(PPK BLUD);

Menyampaikan dan mempertangsungjawabkan Kkinerja
operasional dan keuangan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Fasilitasi Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah yang
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Lavanan
Umum Daerah (PPK BLUD) kepada Walikota melalui
Kepala Badan Keuangan Daerah;

Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas
sesuai dengan peraturan dan perundang undangan
sebagai bahan pertimbangan bagi atasan; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lain yvang diperintahkan
atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas
dan fungsi serta peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Tugas : Mengoordinasikan dan mengelola pelaksanaan administrasi

persuratan, kerumahtanggaan, protokoler, kehumasan,
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administrasi barang/asset, administrasi kepegawaian, dan

administrasi keuangan

Fungsi : a.

Merencanakan program kerja Sub Bagian Tata Usaha
berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai
pedoman dalam melaksanakan tugas;

Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan
tanggungjawabnya;

Memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan
sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya;
Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan (persuratan,
administrasi barang, kerumahtanggaan dan kepegawaian)
berdasarkan  prosedur dan peraturan perundang
undangan;

Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokoleran
berdasarkan  prosedur dan peraturan perundang
undangan;

Melaksanakan penyusunan program  perencanaarn,
evaluasi dan pelaporan berdasarkan prosedur dan
peraturan perundang undangan;

Menyiapkan  pelaksanaan program dan  kegiatan
berdasarkan prosedur dan peraturan perundang
undangan,

Melaksanakan penyusunan lapeoran bulanan dan laporan
tahunan sesuai dengan peraturan perundang undangan
sebagai bahan evaluasi kerja;

Menyelenggarakan akuntiansi dan administrasi keuangan
sesuail ketentuan peraturan perundang undangan yang
berlaku agar tugas berjalan tertib dan lancar;
Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan (ugas
sesual dengan prosedur dan peraturan perundang
undangan; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas
dan fungsi serta peraturan perundang-undangan vang
berlaku.

3. Kelompok Jabatan Fungsional
Tugas : Melaksanakan kegiatan teknis dibidang keahliannya masing-

masing
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Fungsi

terkait transaksi keuangan;

b. Melakukan kegiatan Pengelolaan yang meliputi Penyiapan

: a. Melakukan Penerimaan, Pengeluaran dan Pembukuan

Bahan, Koordinasi dan Penyusunan Laporan dibidang
Pembiavaan daerah;
c. Melakukan
pengklasifikasian dan penelaahan data objek kerja

kegiatan

dibidang laporan keuangan;

penerimaan,

pengumpulan,

2.2.2 Sumber daya BLUD Fasilitasi Pembiayaan pada Badan Keuangan

Daerah
Pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD Fasilitasi Pembiayaan pada Badan

Keuangan Daerah didukung dengan sumber daya manusia, sarana dan

prasarana vang cukup memadal. Gambaran umum sumber daya manusia,

sarana dan prasarana sebagai berikut :

2.2.2.1

Sumber Daya Aparatur

BLUD Fasilitasi Pembiayaan pada Badan Keuangan Dacrah Kota Solok
per 31 Desember 2021 dalam pelaksanaan tugas didukung cleh 3 orang PNS

dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 2.1 Jumiah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jabatan
Struktural

Pendidikan

Gol.

SMA

D.III

Sl

S2

Jumlah

Eselon

IV.a|IV.b

Jumlah

JFU

Jumlah
Pejabat
Struktural
+ JFU

V/e

IV/b

IV/a

l/d

i/c |

/b

1l/a

[I/d

IIfe

/b

M/a

3
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Selain PNS, BLUD Fasilitasi Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah
Kota Solok juga didukung oleh 1 (Satuj orang Pegawai Kontrak SK Wako, 6
(Enam) orang Pegawai Kontrak Non SK Wako. Sehingga jumlah seluruh
aparatur pada BLUD Fasilitasi Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah
Kota Solok adalah 10 (sepuluh) orang.
2.2.2.3 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki BLUD Fasilitasi Pembiayaan adalah
sebagai berikut :

Tabel 2.2 Sarana dan Prasana
No Nama Aset Satuan | Jumlah Kondu:
B KB RB
1 | Kendaraan roda 4 Unit 1 1 - -
2 | Kendaraan roda 2 Unit 3 1 - -
3 | Mesin Hitung Uang " Buah I 1 - -
T' | Lemari Besi Okida 50 g I.l | . )
[Brankas)
5 | Lemari Besi/Rol Opex Buah 1 - 1 -
6 | Lemari Arsip kayu Buah 2 | 1 | 1 -
7 | Filling Cabinet | Buah | 4 3 1 -
| 8 |Mejakerja 1/2biro | Buah | 12 12 -
9 | Kursi tamu | Set 1 T - -
10 | Kursi Tunggu ‘Buah 2 1 - 1
11 jAC Unit o 4 - 1
12 {_Zumi:r_uier PC Unit 8 T 1 -
13 | Laptop | Unit 2 2 = =
14 | Printer Unit 4 2 2 -
15 | Meja kerja 2 pintu 2 laci | Buah = T = -
16 | Kursi Kerja Staf Buah 1 1 - -
17 | Lemari Arsip 1 Buah | 1 | 1 = 2
18 | Kursi Susun Futura Buah 30 30 | -
19 "Kipas Angin Buah 1 1 - N
20 [ Mesin Absensi Unit 1 1 - -

Sumber : Penguris Barang - Doto Diolak
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2.3 Kinerja Pelayanan BLUD Fasiliasi Pembiayaan Pada Badan Keuangan
Daerah

Sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2018
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis
Daerah pada Badan Keuangan Daerah, BLUD Fasilitasi Pembiayaan berbentuk
Lembaga Permodalan dan Penguatan Ekonomi Masyarakat (LP2ZEM) . Sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan sebagian urusan
Pemerintahan Daerah di bidang Pembiayaan , sasaran/target capaian kinerja
didasarkan pada indikator kinerja Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

a. Besamnya Penyaluran Dana Pembiayaan Daerah yang disalurkan kepada
masyarakat;

b. Besarmya Tingkat pengembalian Dana Pembiayaan Daerah dari
masyarakat;

Adapun Besarnya penyaluran dana yang disalurkan kepada masyarakat
dan besarnya tingkat pengembalian dana dari masyarakat dapat dilihat pada
tabel berikut :

Tabel 2.3 Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir

Tahun Besarnya Penvaluran Keterangan
2012 1.916.500.000,00 1
2013 1.212.449.097,00
2014 1.370.018.500,00
2015 1.072.016.000,00
2016 1.030.500.000,00
2017 893.070.000,00
2018 422.000.000,00
2019 -
2020 -

- 2021 -
Total l 7.916.553.597,00

Program Penyaluran Dana Pemberdayaan Ekonomi masyarakat
Pemerintah Kota Solok melalui Lembaga Permodalan dan Penguatan
Ekonomi masyarakat telah berlangsung dari tahun 2012 sampai dengan
tahun 2018, tahun 2019 s/d 2021 penyaluran dilakukan oleh BLUD
Fasilitasi Pembiayaan. Penyaluran Dana Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat diberikan kepada Usaha Mikro Perorangan, Usaha Mikro
Berkelompok, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Koperasi. Berdasarkan

pencatatan jumlah Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang
| &




disalurkan sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 sebesar
Rp.7.916.553.597,00.

Tahun 2019 s/d 2021 BLUD Fasilitasi Pembiayaan tidak menyalurkan
Dana Pemberdayvaan Ekonomi Masyarakat Pemerintah Kota Seolok (Dana
Pembiayaan Daerah) kepada masyarakat atas rekomendasi Badan

Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Barat.

Tabel 2.4 Pengembalian Pinjaman
Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Tahun Plaforid Pengembalian Jatuh
tempo

2012 | 1.916.500.000,00 | 1.381.227.543,00 2015
2013 | 1.212.449.097,00 | B54.717.875,00 2016
2014 | 1.370.018.500,00 | 1.170.445.304,00 2017
2015 | 1.072.016.000,00 | 808.177.019,00 2018
2016 | 1.030.500.000,00 | 333.119.399,00 2019
2017 893.070.000,00 482.361.635,00 2020
2018 | 422.000.000,00 139.932.278,00 | 2021
2019 - 361.178.041,00 2021
2020 = 124.700.865,00 2021
2021 - 81.843.246,00 2021

7.916.553.597,00 | 5.737.703.205,00

Berdasarkan data Pengembalian Pinjaman Dana Penguatan Ekonomi
Masyarakat diatas pinjaman yang sudah jatuh tempo adalah sebesar Rp.
2.178.850.392,00 (Dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus
lima puluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah). Angka ini sudah
outstanding artinya jika tidak ada upaya atau strategi yang dilakukan untuk
penagihan atau penyelamatan maka besar kemungkinan Dana Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat ini berpotensi macet yaitu dengan ratio 27,52%.

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan BLUD Faslitasi
Pembiayaan Pada Badan Keunangan Daerah
Dengan adanya perubahan ekonomi, sosial budaya, teknologi dan
pengetahuan yang berkembang dimasyarakat dewasa ini, BLUD Fasilitasi
Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok dihadapkan dengan
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tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dengan kondisi sebagai
berikut :

2.4.1. Kekuatan

BLUD Fasilitasi Pembiayaan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki beberapa hal yang menjadi kekuatan

vaitu :

a. Adanya kebijakan pemerintah yang mendukung keberadaan BLUD
Fasilitasi Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok yakni
Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan
Keuangan Daerah :

b. BLUD Fasilitasi Pembiayaan merupakan BLUD BEKD yang memiliki
fleksibilitas Pengelolaan Dana Fasilitasi Pembiayaan dengan Pola
Pengelolaan Keuangan BLUD memungkinkan bagi BLUD Fasilitasi
Pembiayaan untuk mengelola Dana Pembiayaan Daerah secara korporasi
dan sekaligus menjamin kesinambungan perguliran pembiayaan secara
akuntabel dan berdasarkan kaidah-kaidah pembiayaan usaha vang sehat
dan pro bisnis,

¢. Sumber utama pendanaan Dana Pembiavaan Daerah berasal dari APBD
dapat menjamin likuiditas Dana Pembiayaan Daerah yang memiliki potensi
peningkatan jumlah permodalan Dana Pembiayaan Daerah dan akan
mampu membuat permodalan BLUD Fasilitasi Pembiayaan semakin kuat
dalam jangka panjang seiring dengan meningkatnya komitmen pemerintah
daerah untuk pemberdayvaan KUMKM.

d. Pembiayaan Dana Pembiayaan Daerah dapat disalurkan dengan tarif jasa
layanan (bunga) vang kompetitif,

e. BLUD Fasilitasi Pembiayaan dikelola dengan menggunakan Pola
Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) secara profesional dengan
mengedepankan kualitas pelayanan serta efisiensi dan efektifitas
penggunaan sumber daya.

f. BLUD Fasilitasi Pembiayaan yang menggunakan Pola Pengelolaan
Keuangan BLUD (PPK-BLUD) dapat melaksanakan rekruitmen pegawai
sendiri dengan selektif khususnya bagi tenaga-tenaga vang sudah siap
pakai (kompeten) dalam pengelolaan keuangan Dana Pembiayaan Daerah.

g. Keberadaan BLUD Fasilitasi Pembiayaan merupakan salah satu usaha
perbaikan sistem pengelolaan Dana Pembiayaan Daerah untuk
penyelesaian masalah penyaluran dana pembiayaan daerah.




. Sudah terbentuknya struktur organisasi BLUD Fasilitasi Pembiayaan

dengan pembagian tugas dan wewenang yang jelas.
Koperasi dan UMKM merupakan salah satu sektor ekonomi kerakyatan
vang handal dalam menghadapi berbagai krisis moneter maupun krisis

ckonomi secara global.

2.4.2. Kelemahan
Kelemahan yang dimiliki BLUD Fasilitasi Pembiayaan yvang menerapkan PPK-

BLUD diharapkan dapat dijadikan pendorong dalam pencapaian kinerja dan

peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Adapun kelemahan-kelemahan
vang dimiliki adalah sebagai berikut :

1,

Penerapan BLUD Fasilitusi Pembiayaan dengan PPK-BLUD masih baru,
schingga diperlukan peningkatan SDM Pengelola dengan bimbingan dari
ahli vang sudah mengerti mengenai PPK-BLUD.

BLUD Fasilitasi Pembiayaan merupakan lembaga baru, sehingga belum
dikenal secara luas oleh Koperasi dan UMKM serta masyarakat umum
tentang tugas dan fungsi, program kerja dan kemampuan organisasi dalam
pelayanan. Hal ini mengakibatkan sinergi lintas pelaku belum dapat

dilaksanakan secara optimal.

. Pengelolaan Dana Pembiayaan Daerah vang sudah berjalan melalui LP2ZEM

selama ini sangat kental dengan mekanisme birokratik, tidak efisien,
lambat dan tidak efektif.

. Lemahnya dukungan permodalan awal BLUD Fasilitasi Pembiayaan yang

mencrapkan PPK-BLUD wang bersumber dari APBD wang dialokasikan
untuk BLUD Fasilitasi Pembiayaan.

Rencana penyaluran Dana Pembiayaan Daerah yvang bersumber dari APBD
yvang dapat digulirkan relatif masih sangat terbatas karena belum ada
kesepakatan pencapalan Standar Pemenuhan Modal secara minimal
maupun maksimal, sehingga belum dapat diketahui pencapaian skala
ekonomis untuk menutup biaya operasional dalam 5 (lima) tahun ke depan.
Belum memadainya infrastruktur, sarana dan prasarana kantor (termasuk

teknologi informasi) untuk operasional BLUD Fasilitasi Pembiayaan.

2.4.3. Peluang
Beberapa peluang yang dimiliki oleh BLUD Fasilitasi Pembiayaan adalah
sebagal berikul:
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Adanya instansi/lembaga diklat dan pelatihan untuk pengembangan
Sumber Dayva Manusia pada BLUD Fasilitasi Pembiayaan sesuai dengan
kebutuhan bidang tugas dan fungsi;

Perkembangan penggunaan teknologi yang memberikan kemudahan dalam
pengelolaan Dana Pembiayaan Daerah.

Tersedianya aturan perundang-undangan sebagal pedoman pengelolaan
Dana Pembiayaan Daerah.

Besarnya potensi Koperasi dan UMKM di Kota Solok yang bergerak di
berbagai sektor usaha yang membutuhkan pelayanan pembiavaan dalam
mengembangkan usaha sektor riil.

Penerapan PPK-BLUD memberikan fleksibilitas, akuntabilitas dan
transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Dana Pembiayaan Daerah.
Kesempatan luas untuk membangun jejaring kerjasama sumber
permodalan dari berbagai pihak yang saling menguntungkan diantaranya
melalul sumber dana dari Pengeluaran Pembiayaan APBD, Hibah,
Penarikan kembali pokok Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat,
Pendapatan dari Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Saldo Pokok
Pembiayaan yang diterima dari APBD, dan/atau sumber lainnya yang sah.

2.4.4. Tantangan
Identifikasi terhadap tantangan pengembangan BLUD Fasilitasi Pembiayaan
vang akan datang adalah :

d.

Persepsi para pemanfaat Dana Pembiayaan Daerah bahwa dana tersebut
adalah suatu pemberian dari pemerintah yvang tidak perlu dikembalikan.
Hal mi terjadi karena adanya beberapa instansi yang memberikan dana
penguatan permodalan kepada kelompok pemberdayaan masyarakat
termasuk KUMKM yang sifatnya hibah.

Rendahnya komitmen dan tanggungjawab KUMKM dalam pengelolaan dan
pengembalian Dana Pembiayaan Daerah.

Potensi penurunan proporsi pengeluaran pemerintah untuk pos KUMKM
akibat meningkatnya kewajiban pemerintah untuk pembiayaan pos

lainnya.

. Peningkatan kebutuhan pembiayaan Koperasi dan UMKM yang lebih cepat

kenaikannya dibanding sumber dana yang bisa difasilitasi oleh pemerintah
melalui APBD sehingga hal ini dapat mengganggu produktivitas kinerja
BLUD Fasilitasi Pembiayaan.

. Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang memadai.




BAB IlI
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BLUD FASILITASI PEMBIAYAAN PADA
BADAN KEUANGAN DAERAH

Untuk dapat menentukan tujuan dan sasaran, maka diperlukan analisis
permasalahan dan isu strategis. Perumusan isu strategis dilakukan
berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari BLUD Fasilitasi Pembiayaan pada
Badan Keuangan Daerah.

Dalam melakukan perumusan permasalahan isu strategis pada Badan
Keuvangan Daerah diantaranya dilakukan pengidentifikasi permasalahan
berdasarkan kondisi riill BLUD Fasilitasi Pembiayaan pada Badan Keuangan
Daerah, telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis
sehingga pada akhirnya dapat ditentukan isu-isu strategis pada BLUD
Fasilitasi Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah.

Selain itu, identifikasi permasalahan karena perubahan lingkungan
strategis baik internal maupun eksternal akan berpengaruh pada pelaksanaan
mugas dan fungsi BLUD Fasilitasi Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah
Kota Solok Tahun 2023-2027. Perubahan lingkungan stralegis baik internal
maupun eksternal akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas dan fungsi
BLUD Fasilitasi Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun
2023-2027.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh BLUD Fasilitasi

Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah KotaSolok dalam melaksanakan

tugas dan fungsi, antara lain :

1. Belum memadainya sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel di
bidang Fasilitasi Pembiayaan.

2. Belum Optimalnya penyaluran Dana Pembiayaan Daerah.

3. Belum optimalnya penerapan sistem dan prosedur Pengelolaan Dana
Pembiayaan Daerah pada BLUD Fasilitasi Pembiayaan.

4. Belum optimalnya tingkat pengembalian pinjaman Dana Pembiayaan
Daerah dari KUMKM .

5. Belum optimalnya penagihan yang dilakukan terhadap pinjaman vang
telah disalurkan.

6. Tidak seimbangnya rasio antara jumlah pegawai dengan sarana dan

prasarana yang tersedia.
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Tabel 3.1

Identifikasi Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah

NO PIBOR PERMASALAHAN AKAR PERMASALAHAN
MASALAH
1 | Pengelolaan Belum . Belum tersedianya SDM
Dana memadainya dengan latar belakang
Pembiayaan sumber dayva pendidikan yang dibutuhkan.
Daerah yang manusia yang . Kurangnya pendidikan dan
belum optimal kompeten dan pelatihan penatausahaan
kapabel di bidang keuangan BLUD yang diikuti

Fasilitasi oleh pegawai.

Pembiayaan . Jumlah ASN yang kurang
memadai sehingga banyak
dibantu oleh tenaga honorer.

Belum . Kurangnya Dana Pembiayaan

Optimalnya Daerah yang tersedia di Kas

penyaluran Dana
Pembiayaan
Daerah

BLUD Saat ini

. Tingginya minat KUMKM

untuk mendapatkan Fasilitasi
Permodalan dari Pemerintah

Belum ﬁptiJ:l_Jainya
penerapan sistem
dan prosedur
Pengeiolaan Dana
Pembiayaan
daerah pada
BLUD Fasilitasi
Pembiayaan

. Masih adanya intervensi dari

birokrasi.

. Kurang kompetennya petugas

dalam memahami dan
melaksanakan sistemn dan
prosedur pengelolaan Dana

Pemhbiayaan Daerah.

Belum optimalnya
tingkat
pengembalian
pinjaman Dana
Pembiayaan
Daerah dari
KUKM

|

. Adanya anggapan masyarakat

bahwa Dana Pembiayaan
Daerah adalah pinjaman lepas
dan tidak perlu dikembalikan.

. Tidak adanya sanksi yang

diberikan kepada KUKM yang
tidak melakukan pembayaran

pinjamar.

-
[N




POKOK

NO PERMASALAHAN AKAR PERMASALAHAN
MASALAH

Belum optimalnya | 1. Sarana pendukung untuk

penagihan vang melakukan penagihan belum

dilakukan memadai.

terhadap 2. Masih kurangnya kemampuan

pinjaman yvang SDM yang ada dalam

telah disalurkan melakukan penagihan.

Tidak Peningkatan  jumlah  pegawai

seimbangnya tidak diiringi dengan peningkatan
| rasio antara sarana dan prasarana

Jjumlah pegawai

dengan sarana

dan prasarana

yang tersedia.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD

Fasilitasi Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok adalah :

1. Kebutuhan akan SDM yang kapabel dalam melaksanakan pengelolaan
Dana Pembiavaan Daerah.

2. Adanya Standar Operasional Prosedur yang memadai.

3. Ketersediaan sarana aplikasi teknologi informasi untuk menjalankan tugas
dan fungsi.

4. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Penyaluran
Pinjaman Pembiayaan Daerah BLUD Fasilitasi Pembiayaan.

S. Adanya penerapan sistem pengendalian intern yang memadai.

6. Sarana dan prasarana yang memadai.

3.2 Rencana pengembangan layanan

BLUD Fasilitasi Pembiayaan vang menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah adalah BLUD pada Badan Keuangan
Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan atau
kegiatan teknis penunjang Badan Keuangan Daerah di bidang pengelolaan
fasilitasi pembiayaan. Rencana pengembangan layanan BLUD Fasilitasi
Pembiayaan tahun 2022 - 2026 adalah sebagai berikut :
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3.3. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota

terpilih

BLUD Fasilitasi Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok
yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 36 Tahun
2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Daerah pada Badan Keuangan Daerah bertanggungjawab untuk
melaksanakan kegiatan teknis penunjang Badan Keuangan Daerah dibidang
pengelolaan [asilitasi pembiayaan.

Visi Walikota dan Wakil Walikota Solok terpilih periode 2021-2026
adalah, “Mewujudkan Kota Solok yang diberkahi, melalui pengembangan
sektor perdagangan dan jasa yang modern”, dengan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian religius dan berbudaya
melalui penguatan keimanan dan ketagwaan serta pengembangan nilai-
nilai budaya.

2. Peningkatan perekonomian daerah yang berorientasi ekonomi kerakyatan
berbasis pada potensi unggulan daerah yang berkelanjutan dan didukung
oleh ilmu pengetahuan dan teknoclogi.

3. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan meningkatkan derajat
pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

4. Optimalisasi pembangunan infrastruktur dan tata ruang yang berwawasan
lingkungan.

5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan manajemen birokrasi yang bersih
efektif dan efisien.

Sebagal salah satu Perangkat Daerah yang menunjang pencapaian visi
dan misi Pemerintah Kota Solok, BLUD Fasilitasi Pembiayvaan berada dibawah
Badan Keuangan Daerah yang menunjang pelaksanaan misi yang kelima yaitu
“Peningkatan kapasitas pemerintahan dan manajemen birokrasi yang bersih
efektif dan efisien”, khususnya dibidang pengelolaan keuangan daerah.

Tujuan yang ingin dicapai pada Misi kelima pada RPJMD Tahun 2021-
2026 adalah “Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan yang baik”,
dengan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayvanan publik;

2. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraaan Pemerintahan.

Dari 2 (dua) sasaran strategis tersebut yang menjadi tanggung jawab
Badan Keuangan Daerah adalah sasaran strategis kedua dengan indikator
Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Nilai “A”,
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Mengacu kepada tujuan strategis Badan Keuangan Daerah yaitu

pengelolaan keuangan, pendapatan daerah dan BMD yang tertib, transparan

dan akuntabel maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BLUD BKD

adalah Peningkatan kualitas pengelolaan pembiayaan.

Berdasarkan identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong

pelayanan dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah pada Badan
Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:
A. Faktor Penghambat Pelayanan

(2)

(3)

(4)

SDM yang ditunjuk di Badan Keuangan Daerah dan Perangkat
Daerah lainnya hanya sebagian kecil yang memiliki latar belakang
pendidikan akuntansi atau yang sesuai dengan tugas dan fungsi
sehingga belum sepenuhnya memahami tugasnya sebagai pengelola
keuangan, pendapatan dan barang daerah.

Peraturan perundang undangan tentang pelaksanaan pengelolaan
keuangan dan barang milik daerah yang sering berubah, sehingga
dalam pelaksanaannya cenderung membutuhkan waktu untuk
menyesuaikan dalam pelaksanaannya.

Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang disediakan oleh
Kemendagrn untuk seluruh Pemda Provinsi, Kabupaten dan Kota
yang didalamnya termasuk sistern informasi keuangan daerah belum
dapat digunakan sepenuhnya karena aplikasi tersebut masih
memerlukan pengembangan lebih lanjut sesuai kebutuhan dan
belum sepenuhnya terintegrasi antara perencanaan, penganggaran,
penatausahaan keuangan, penatausahaan BMD dan penatausahaan
pendapatan belum sama antar Pemerintah Daerah, sehingga dalam
pelaksanaannya mengalami kesulitan dalam penatausahaan dan
pelaporan keuangan daerah yang berbasis teknologi informasi.

B. Faktor Pendorong Pelayanan

1,

2,

Adanya komitmen dari pimpinan daerah untuk menyelenggarakan
pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel
Tersedianya Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi
sebagai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam APBD Kota
Solok setiap tahunnya.




3.4. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi
Sumatera Barat
3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Keuangan
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun

2020-2024, visi Kementerian Keuangan adalah “Menjadi Pengelola Keuangan

Negara untuk Mewujudkan Perckonomian Indonesia vang Produlktif,

Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”, dengan misi yang ingin dicapai scbagai

berikut :

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan;

2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima
serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif;

3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan
produktif;

4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum:;

5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan
sumber daya manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Sementara tujuan dan sasaran strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-

2024 adalah :

Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;

Penerimaan negara yang optimal;

Pengelolaan belanja negara yang berkualitas;

=l

Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan pembiayaan vang
akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali;
Birokrasi dan layanan publik vang agile, efektif, dan efisien;

Berdasarkan tugas dan fungsi, Badan Keuangan Daerah Kota Solok

menunjang pelaksanaan tujuan Kementerian Keuangan nomor 4. Sasaran

o

strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Perbendaharaan,
Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan
Risiko yang Terkendali sebagai berikut:
a. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah
vang efektif, efisien, dan akuntabel:
b. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta
memberi manfaat finansial; dan
. Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang
terkendali.

28




3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Visi Kementerian Dalam Negeri yang tertuang dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian
Dalam Negeri Tahun 2020-2024 adalah :

“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan
Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraanpemerintahan dalam
negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden:
Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan
Gotong Royong”.

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka
ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan,
persatuan dan kesatuan, demokratisasi, scrta karakter bangsa dan
stabilitas politik dalam negeri.

2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam
negeni dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan
otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah,
pengelolaan keuangan pemerintah daerah vang akuntabel dan berpihak
kepada rakyat, peningkatan tata kclola pemerintah desa vang efektil dan
efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan
administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Berdasarkan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Solok
mendukung pelaksanaan Misi Ketiga Kementerian Dalam Negeri di Kota Solok
vakni  “Meningkatkan  sinergi penyelenggaraan  pemerintahan  dan
pembangunan daerah dan desa, melalai efektivitas penyelenggaraan
desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan
daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan
berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektil
dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan
administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas”.

Sejalanan dengan Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan Tujuan
stralegis yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu
2020-2024, sebagai berikut:

T1: Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa
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T2: Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah,

serta pelayanan public yang berkualitas dan penguatan inovasi
T3 : Peningkatan tata kelola pemerintahan yvang baik di lingkungan

Kementerian Dalam Negeri

Badan Keuangan Dacrah Kota Solok mendukung pelaksanaan tujuan T2

Kementerian Dalam Negeri di Kota Solok vakni tujuan “Peningkatan kapasitas
dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, scrta pelayanan public yang
berkualitas dan penguatan inovasi”. Untuk mewujudkan tujuan pada T2,
terdapat beberapa sasaran strategis.Sasaran strategis yang sesuai dengan
tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Solok yaitu Meningkatnya tata
kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktil, dan
inovatif. Indikator sasaran strategis yang digunakan sebagai tolok ukur
ketercapaian sasaran strategis ini adalah rata-rata Indeks Pengelolaan
Keuangan Daerah.

3.3.3 Telaahan Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Pada RPJMD Tahun 2021-2026, BPKAD mengacu kepada misi ketujuh
Provinsi Sumatera Barat yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan
pelayanan publik yang bersih®. Misi tersebut merupakan salah satu upayva
dalam mencapai Visi Provinsi Sumatera Barat vaitu *Terwujudnya Sumatera
Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”,

Misi yang diemban oleh BPKAD Provinsi Sumatera Barat tersebut
sejalan dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Solok. Selain
itl, tujuan dan sasaran strategis BPKAD Provinsi Sumatera Barat vaitu
sebagai berikut :

No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran
1 | Terwujudnya 1. Terwujudnya - Tepat waktu penyampaian
Kualitas tata kelola kualitas APBD
pemerintah dengan pengelolaan - Tepat waktn
aparatur yang keuangan dan penatausahaan keuangan
melayani asset daerah - Tepat waktu penyampaian
LKPD
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No Tujuan

Sasaran

Indikator Tujuan/Sasaran

2. Terwujudnya
kualitas
pengelolaan
Barang Milik

Daerah

- Persentase peningkatan
kualitas administrasi
pengelolaan barang milik
daerah

3. Terwujudnya
kualitas
pengelolaan
APBD
Kabupaten/Kota

Kab/Kota dengan opini WTP

4. Terwujudnya
akuntabilitas dan
kualitas
pelayanan
internal

organisasi

- Nilai SAKIP

- Persentase peningkatan
pelayanan umum,
kepegawaian dan asset

organisasi

Adapun faktor pendorong dan penghambat pelayanan PD digambarkan

sebagai berikut:
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Kemudian permasalahan secara garis besar pada BPKAD Provinsi Sumatera
Barat berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah sebagai
berikut :
¢+ Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah.
* Belum semua aset daerah dapat termanfaatkan dalam rangka
peningkatan pendapatan daerah.
¢ Masih ditemukan OPD menyusun anggaran belum sesuai standar
penganggaran vang ditetapkan.
¢ Masih ada OPD yang mengirim laporan belum valid dan tidak tepat
waktu.
* Sistem aplika2si penatausahaan yang belum optimal.
* Kualitas dan kuantitas SDM masih belum optimal.
» Sistem pengendalian internal belum optimal.
« Masih belum optimalnya pengelolaan aset daerah.

3.5. Telaahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
Berdasarkan tugas dan [ungsi BLUD Fasilitasi Pembiayaan Badan
Keuangan Daerah Kota Solok, tidak terkait dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sehingga tidak dilakukan
telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis.

3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan perangkat daerah karena dampaknya yang
signifikan dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak,
berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan
daerah di masa yang akan datang.

Penentuan isu-isu strategis dilakukan dengan mengidentifikasi dan
menggali permasalahan-permasalahan yang ada dengan menggunakan metode
curah pendapalt (brainstorming) dan sekaligus menganalisa keterkaitan
masing-masing isu strategis dengan isu strategis lainnya. Penentuan
identifikasi masalah dan isu-isu strategis dilakukan dengan melihat data-data
capaian kinerja BLUD Fasilitasi Pembiavaan pada Badan Keuangan Daerah
dan dengan melihat fenomena-fenomena yang terjadi dan ditemukan dalam
menjalankan tugas dan fungsi. Analisa isu-isu strategis diperoleh dari hasil
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analisis kondisi internal dan eksternal vang berkaitan dengan permasalahan
pokok vang dihadapi, pemanfaatan potensi daerah dan kesinambungan
program dan kegiatan BLUD Fasilitasi Pembiayaan pada Badan Keuangan
Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka isu strategis pada bidang fasilitasi
pembiayaan adalah :
1. Belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan fasilitasi pembiayvaan dalam

seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, penagihan dan pelaporan.

2. Belum optimalnya pendapatan jasa layanan menuju kemandiran untuk

membiayai operasional BLUD Fasilitasi Pembiayaan.
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BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Visi

Visi BLUD Fasilitasi Pembiayaan adalah Menjadi Unit Pengelola Dana
Pembiayaan Daerah yang handal dalam memberikan layanan pembiayaan
kepada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah demi terciptanya
pengembangan ekonomi daerah,

Keterkaitan Visi BLUD Fasilitasi Pembiayaan dengan Visi Pemerintah
Kota Solok Yaitu : “Terwujudnya Kota Solok Yang Diberkahi, Maju Dan
Sejahtera Melalui Pengembangan Sektor Perdagangan Dan Jasa Yang
Modern”. Visi tersebut akan diwujudkan dengan misi ke-5 yaitu
“Peningkatan kapasitas pemerintahan dan manajemen birokrasi yang
bersih efektif dan efisien”.

4.2. Misi

Misi BLUD Fasilitasi Pembiayaan adalah langkah-langkah vang akan
diambil untuk mewujudkan Visi BLUD Fasilitasi Pembiayaan. Adapun misi
untuk mencapai visi BLUD Fasilitasi Pembiayaan adalah dengan :

1. Mewujudkan kualitas layanan BLUD Fasilitasi Pembiayaan yang handal,
akuntabel dan transparan dengan praktek bisnis vang sehat.

2. Mengelola dan mengembangkan Dana Pembiayaan Daerah dengan efektif,
efisien dan memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya.

3. Melaksanakan pembiayaan wusaha dalam rangka memperkuat dan
memberdayakan Koperasi dan UMKM dengan mengutamakan aspek
manfaat yang dihasilkan.

4. Mewujudkan program pemerintah di bidang pembiayaan usaha Koperasi
dan UMKM dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi
rakyat serta menumbuhkan kewirausahaan dalam menciptakan lapangan

kerja dan pengentasan kemiskinan.

4.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BLUD Fasilitasi Pembiayaan

pada Badan Keuangan Daerah
Tujuan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun

2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi, yvang dirumuskan
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bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat
dicapai dalam periode yang direncanakan,

Untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah, BLUD Fasilitasi
Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah mengacu kepada tujuan Badan
Keuangan Daerah dan memiliki sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi untuk
periode 2023-2027 yang diuraikan sebagai berikut :

Tujuan : Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Daerah Dan BMD
Yang Tertib, Transparan Dan Akuntabel

Indikator : Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah : Nilai A

tujuan

Sasaran :  Meningkatnya Akuntabilitas Pola Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) sesuai
dengan aturan yang berlaku

Berikut disajikan tabel tujuan dan sasaran serta indikator sasaran dan

target kinerja tujuan/ sasaran BLUD Fasilitasi Pembiayaan pada Badan
Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2023-2027.
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program
indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sedangkan kebijakan adalah
arah/tindakan yang diambil untuk menecapai tujuan.

Untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah dan untuk mencapai
tujuan yang diinginkan, BLUD Fasilitasi Pembiayaan pada Badan Keuangan
Daerah menetapkan sasaran, strategi dan arah kebjjakan yang akan
dilaksanakan. Tabel berikut menyajikan tujuan, sasaran dan arah kebijakan
BLUD Fasilitasi Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok untuk
periode jangka menengah Tahun 2023-2027;
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Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISl Terwujudnya Kota Solok yang diberkahi, Maju dan Sejahtera
melalui pengembangan sekior perdagangan dan jasa yang modern
MISI ke-5 Peningkatan kapasitas pemerintahan dan manajemen birokrasi
vang bersih efektif dan efisien
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Pengelolaan Meningkat |1 Peningkatan |1 Peningkatan Kompetensi SDM
Keuangan, nya kualitas Pengelola Pembiayaan Daerah
Pendapatan Akuntabilit pengelolaan |2 Pengendalian proses dan
Daerah Dan as Pola pembiayaan prosedur Pemberian Pinjaman
BMD Yang Pengelolaan sesuai dengan SOP
Tertib, Keuangan Peningkatan sarana dan
Transparan Badan prasarana pendukung dalam
Dan Layanan pengelolaan pembiayaan
Akuntabel Umum daerah
Daerah Sosialisasi Dana Pembiayaan
(PPK BLUD] Daerah kepada KUMKM
sesual Penggunaan aplikasi teknologi
dengan informasi dalam pengelolaan
e pembiayaan dacrah
yang Pengendalian administrasi
berlaku penagihan  sesuai  dengan

ketentuan vang berlaku

Pengendalian proses dan
prosedur penyusunan Laporan

Keuangan sesuai SAP

Pengendalian penyampaian
Laporan  Keuangan  BLUD
Fasilitasi Pembiayaan tepat
waktu
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, BLUD Fasilitasi Pembiayaan
pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun menetapkan beberapa
program dan kegiatan berdasarkan skala prioritas, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif untuk tahun 2023-2027, vaitu:

6.1 Program
Program adalah bentuk instrumen kebijakan vang berisi satu

atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau
masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk
mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program yang
ditetapkan sebagai pelaksanaan kebijakan organisasi BLUD Fasilitasi
Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok untuk Tahun
2023-2027 yang dilaksanakan oleh BLUD Fasilitasi Pembiayaan pada
Badan Keuangan Daerah adalah Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

6.2 Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program vang dilaksanakan oleh
satu atau beberapa perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber
daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana,
atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber dava
tersebut, sebagai masukan (inpuf) untuk menghasilkan keluaran
(output) dalam bentuk barang/jasa.

Berikut disajikan kegiatan dan sub kegiatan yang akan
dilaksanakan Tahun 2023 s/d 2027 :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
1} Kegiatan Peningkatan Pelavanan BLUD
a. Sub Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
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6.3 Pendanaan
Pendanaan BLUD Fasilitasi Pembiayvaan bersumber dari :
a. Anggaran pendapatan belanja daerah; dan
b. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Berikut ini Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan BLUD Fasilitasi
Pembiayaan Tahun 2023 - 2027




Qg fFey Ty
uiE Awad e
Ve ) , Huurnmad e
am\ | usluemay | gon'do0'0st | weed | oaoo'aoney | sed | 0000007y | v | oppoooor | sed | gopoppos | reged u e wEf pfELsy "R,
T TR g | | | 1 I Lnhn A oA HuEg
g R e e
IR LR usBuop IaE]
R Huwlunag anig RN | umEdeEag
ey wiltawniy | gEe R0l ATL | Wl | potensmal | wmd | poorooeest | weed | giwrewoer | wred | opewzoesy | vewd CoRead pry | doyed uRp LR, (HYIE | ‘ueifumay
PETE] HHPEH g 1 1 1 I ] el | sy Ml | veimpogaiioag
fa 41} ol 51 1) lel (e11 (il ol [l 1] 1 1l ig) I il el it
il e ] dy [EEE "l Tk cy, wdy i, dy 1L, y i,
GEoE cLoE +EOL FEOT EEnE fnan)
sy
L :_”.E.n_
By NN ki
hﬂﬂmm A wapmn, M.a__.ﬁ_._ o _ﬁﬂﬁfizmh gl Kerang BN
1|tk = I
Mauﬁqﬂﬁ e SERRIFL PEEL s wyiunsa) uep mndiag] waupy vy "___.H TR e
Ly 1 "ty
o

9ZOT - TTOT Unie], Ueeieiquiad ISe[ISEY (1N)TH UBBURPUS uep umeldsy ‘ureidold BUBILIY ['0 |28,




v

{1 TR
T LM
LYy Bl unrEdeye )
Qg | ustiensy oo e asT | e | ophooogse | weed | 000G00EE | soped | opoooocee | eied | pogooooe | ised o 1yod Ll TN )
B HEp ] L I I I 1 uBErAKad S g
ane L ERE T
UEHELER) usgifian ELFY)
I . . . . S OiTE | pensas | usnedupiag
cady | welusnay | gegeo e | sed | gowoseEsl | ampd | go0'oon'ncl | texsd | Bi@Leeer | ewed | peepeocszn | sl | pomes ey | e wap B Qe | CeeFumy
| UnpFig e I 1 | I 1 ireedng) | ooy Mihil | tewpopaie,
=il Lzl (1] izl 1) eyl el (il [IVT8 i el 14l il ] 1] ] Izl i
i (EETETN “ily sl g 1a8re) iy i) _an JaRAL ] dig Jadtany,
Ga0E STOR FEOE LEOE LEROT finern)
s : ey
" SHuniuris _wp_,”_ﬁ_.:nm Lo
._LH.“.m i BHIEUAY um_.n_ SRy ,EEIM _..,.Hunnv._ g R
”wﬁ._ﬂmu_ﬂﬂ.:ﬂ_.ﬂ,__ B ﬂtncﬂﬂﬂunnuﬁ UL TR o oy wasnry afisg ‘wenfhg, o .
: ‘WEeanry
Loy

9Z0T - TZOT uUnye], UrRABIqIa] ISMI[Isey (17 UPBUBPUS Uep uwlB@ay ‘weidoig BUBOURY [°0 [2qe],




\%5_3: NVI4TE TNZ %\\’

\‘mgom VIO IT¥M h

Areuamiag Juek yeyid
vpeday yereseuLIaq
dued uewre fuid
ewauad 1Feq (sl
urp yoxod) ueurelilg

dueuamiaq Suek

Heyrd vpeday yepeseiag
Aued ueurelurd wupauad

uereRquIsiuag deq (esel uep syood)
uBmsaaiuag wewelulg urequaiuag
andg BpY Bpy Lrey weyedimnag 1eing | uemesapiuag ueyedag
mdwrag | wey [ | Mey] | MY | HBY [ | wWnag | wnjag | tajiqauad e BING wejgiouag
gYmve LTOT 9zne STOT +T0T £c0T €C0T | NYNVAVI NVNVAVTHL
a0 MOTOL NYVIEEMHd i
DNDONVYNHL LADNYL NYIVAYORROLYHIANI SN SINH ON




=8

UBURARS] UBSTI[

o redures jeans

UBURAR|I wuriRuad wep enm yeiau(]
MRISIUILIPY UeSTIN yeraeq ueelerquuag uwplRIgIag
ay 1eans ewnauad eue(] ueweluiwad BUB(]
ISEOSTUIUPY | JIUDW | Jjuswl | Juswl | jiuam | Juap vpY IS LEp UeuoyouLad jJring [esodoad /ueuoyouriad ueunefulg
uBsnIn 01 01 01 01 01 wnjag 01 wetedusuad nINEM ms ueuedueusg meanmeAuag | q
_
NYIWVENID MNINTE WYTVA HVEEVUO NYVAVIEWNA] VNV NV TV ANE]
gYmMvr LEOT 9g0c SE0r ¥COT £20 &Tog NV¥NVAY] NMNA NOTOL NVVENENET dAMONIT NVNYAVTEL N
DONNDONVNE LADHVL NVIVdYO MOLYMIANI SINTL

uEeARIqUIag SEIISe,] (116 [PUru urueieiag Jepuels syuyep

NVVAVIEWE ISVLITISYd NVAVE SINEL
VNVSIVTEd LINN HVEAVA WANN NYNVAVT
NYOVEHEH  TVININIIN NYNVAYIEd SHYONVIS
‘SIDALYALS VNVONTE ‘VIOTaEM VIVL ViIod

P DNVINEL

£Z0T NOHVL 9 MOMWON
MOTOS VLONITVM NVENLVNEd
Al NVAIIINY'T




urtoday
uetmsniuad uep
qeloe(] uselequiag
v uewreling

[esodoad wesetequiad

uetie(tng uevoyouLiad

eS| uep wewelug

ueuBABR[a] BPY Ly uep usme[iuad resodord ueseyequad
UESTL) MELE | MBQE | MBYg | UBY T | ey | wnpeg € ueresataiuad npmEm “ISEMILIaA ‘uRlE[IUa]
urtode]
urunsnAuad ueiuap
redunes weuoyouiiad
[SENSTUIIPY
mayrredsiad veyesqeay wBHoyonLad
uep uedeqduajay isensiumnope uepereliaod
ISENSIUNUPY | JU2W | jjuew | JuUSW | JuULW | jusuwl | Bpy lieclend UBBSYLISUIS] ueesqEay uep
WBSTL 0g 0g 0g 0g g | wnjag 0g uelesopAuad niey | wedeyduoy uessypawa
VMV Ihmn_m 9Z0T | STOE | $COE | E£EOC | EZOZ | NYNVAYT 4010 HOTOL e nm— NVNVAYTEL i
ONNDHNYNHAA NYTYdVD M OLVIIAN] SINA

LHDYUY.L




uespousd /wenlinysstad jeing uwp
anig uesmynday] e lul] weuoyouriad
mdmmsg 1ms wejqotad wenpelouad furnfmasiad
Jueueie[ag Bpy Her uep uedejouad uestynday] 18ans
uestan | MEYE | HeYg | UBYg | HeyZ | Meyg | wnpg g veresapsuad npEp | umiqeuad uep uedeistag

Hede

dued vewrefug

resodoad

uvewelulg IERPUSLOYSY
oeyeleny epy Lty uemsajaiuad sede Bued ueurelug
sisfeuy Wil | WUey | | Weyl | Hey[ | uey| | ueyg | wnpg I nyem resodord sepuswonsy
ueduede|
IBAINS URIRmo]
IsiEusw ueEuop Byesn
TRuUBARRg urduede] ueyedlejay ueedu[ay yaoaiuaw
ST, BPY LIey faAns uerst umepeqruad usduap uedmedeyay
UESNN ey | ueqg | LeYyg | weyg | peyg | wnpeg 4 uepesa@Auad nyxem UBESHIIaWa |

avymyr th:ﬂ 9Z0T | SE0C | +TOT | €ToT CCOE | NVYNVAY1 A OO T — NVNVAVTH oi
DNMNDONVYNEA LHEONVL NVIVdY O OLVAIUN] SINA




s

WIN[AQas | WN D5 | Wn[aqas Eﬁ_u.num.ﬁﬂunum umpaqas;  ynjel vpeday uweipiguag ynyef nes uep yenunl | uewelul (esep
uBueielad elay el elay ulray eliay eliay o as SENSE] (nTd Wep [@ueius) ueweluid wanauag uuep yoyod]
TESTUIN UBEYE | Weyg | HRYEg | weyg | weyg | Weyg ehoy ey uenyejusquiad npfem epeday UenyMLaquag | urmeqUFU 7
weurefury uerrmeouad
uep uoyowsad uedusp el ueareouad
ueeARIqUIag 1SEYIISE] uep uoyowad udduap
anid dnig BIejue Jpaa| uRBARIQUIag SEN[ISey
urdurma g Heq T | Weq[ | UeyT | BT | e ] [ HER ] Het 1 pesfe vetEduRepuRuad arng ereque jrpany
uenesapiuad nem peye ueueduelepueus]
aniga BpY ey WP PeE usmm{op Wpauy
uidwinuad | BB [ | Meyg [ | MRy [ | mey ] | uey | | wopg 1 ueresapAuad nppem | pede uswnop uedeiiuag
uoyotad
epeday venyuaquad
jeIns uep uorouad
ueire(ul] teuoyouriad epeday menyeypaquad
gYMyr LCOEC 9E0T SE0C #aoC £eoe CTOT | NVNVYAVT HONA FOIOL . . NYNVAVTHd
dIIMDNI ON
DNNDDONYNEC LHONVL NVIVAVOIRMOLVAIAN] SINT[




—

sSIjay, ueINga) jeams dosuoy |uewefuid pmpausg vpeday | usnequsduad
uBesTLn uey | | Meyq | ey | wey [ | weyq| | weq| ey | uetesaiuad niyem weyrdeuad uep ueindag, usyieuad g
_
‘oduiay
gniyel meEdue) nemapw
odwa | odway | edmay | odway | odwmay | odwmay oduag uetne{uld ewmeuag e Jusd (esel uep yoxod)
guyel | grgel | ymel | yogel | gooel | gogel yngef rpeday ureleiquiag uereqmaiuad yepumf
UBRURAR[Dd | UE[PI9S | UB[P198 | YB[3S | B[NSS | B[S | R[0S | B[S ISEIISE] NG Hep @umus) uewelun] puuauag
WesnIf Hey [ | mey ] | Wey | | weyq | wey | | wey| ey | wenyeitaquiad nyyem epeday uenyelIaqUIag
eisec]
ueRARIGUIS] BUB(] yuaang upeleiquiag
memeluly (esel uep eue(] ueweluyg (esel
yoxod) uetiequaiiuad | uep yoxod) veequasiuad
ueduenay LB LIS dueu vwouag
Teqeiog meqq | weyyp | HEYy | ueyd ] | uegq | Ueyg i § Bumua) pwouad | S[ueg ueSusp SEIISUONDY
Hutseq
odway | odumy | odwan | odway | odwa | odwa (esel uep yoyod) :mﬂmﬂaﬁuL
groel | gnyel | gyngel | gmgel | yroel | gooel | odma uenrne (U] eursusg uetrequmaiuad odwa) BLE(]
HY MY LEOT 9zoE | S0 Yoo | €208 N.m.um NYNVAY] DI HOIOL ST SARENIT NVNVAVTH ot
DNNOONYNEL LADEYL NVIVdVOHOLYHIANI SINAM




g ps

[ ueindyy) veweluig
ewrauad epeday
yedduniia Buel

uenre iy esel wep
sosjod usifequaiusg
dAueua) uewefulg
BUILRUS g epeday
urgiEeuad vep ueinda)

le

P's | umInSa)) yedduniia)
Sued uvweluy esel

uep Noyod uerpequaduad
dueuay veweluyy pmusuad

anig ey jerns uesauad epedoy vey@euad uep
udummag | dBY | | @R | HEY [ | WBY [ | wey | | Heq] [ urmsapiuad npEY | Uesndd) leins ueliqauag
(e p's | umand;)
uewelulg ewuauad
epeday| yeFduniia)
dued uwwrefurd L BI2E(]
esul uep yoyod e ps UBEARIG D]
maequaduad Fuweius) | 1 ueinds) yedduniio Jued euR(] ueweulg
upwelulg swpouay | ueurelul] esel uep yoyod yeddunyaa
UeUBAB|ag vpeday uey@vuad usp uelfequaduad Juejua) | (esel uep yosod)
gaymvr |mn_m 9zOT | SC0T | +vTOT | €EOT | ETTOZ | NVYNVAY] - NVVINENEd dNsONTL NYNYAVTHI i
LAOMVL ziﬂm.ﬂ_ﬂummc,wﬂmﬁ NI SING

DONODONVYNHL

—— e




{7 trep [ ueeSuuad) _

yeddunize) Fuel
uetuelur] pursuag
epeday weySeua
ugp uejeduLad

‘(7 uep _

[ ueedunad) yeSduniaa
Auel vewrefuy esel

uep yood venequisfuad

Aueua) wemelulg vwouad

ueduBndua] epeday ueyEeuay
antd Ly JBINS URIQIAUD] uep ueeEdulsd
uidwmuag | Hey [ | Hey [ | ey [ | mey| | ueyq | ey | I uzresappiuad JRANS UEIQIAUR
[z uep 1
uejpdunad) yeFduny
dued uemreliulg
esul uep yoyod
uriEqu2Buad Fueiua (g wep [ umeSuiad)
ueureliulg ewauad Nedduniiay Sued
epeday uvemp@euad | uewelulg esel uep yoxod
uep useduuad usifequaduad ey
BUESN Teans dasuoy |ueuwrelud ewusuad epeday
gL ueideg | weY [ | wey | | Wey| |(wey| |uweyyp | weyq Lrey | ueresapiuad mies | ueyideuad uep wepeSuriay
. |
gVmvor LEOT | 9z0T | czoT ¥eoe £coe CEOT | NYNVAVT A HOTOL e — NVNVAVTHd G
DNNDONVNE IAIONVL NVIVAY 3 0LV IANI SINE




SEl

Aueuamian Foed spegrd
ppeday yemEseilag
dued waurelud
eirauad Heq (esel R PSETLIa
uep oxod) vewelu aueuamraq Sued | Bued veweluy)
uerequuaduay | yeyd epeday yemeseuag eI uad]
ueresaeiuad | Fued memelud vwususd t5eq (esel uep
ueyedunad ideq (esef uep xood) poxod) wewrelul
UBTEAR[a] 2py epy ey leang dosucy] | wewslulg uevequnduad | uegeqELdud
UBSsTILIf ey | | weyq | Wey( |wey| |wnpeg | wnpag 1 meunsniuad npey | uemsapdusd usyedunng uetesaRAuag <
|
usansde uetefurg)
usmnyop usgersiuad BUILIDUS]
uep uewelulg ueunde | 18eq (esep uep
UBSHUN[a Bieay uswmyop ueyeiaiuad yoxyoq) wenmneluy
ueteAe[ag ey wjuag ueiiqaauad | uep uerwelung ueseuniag :mm.mnﬁumnu%_
uesnIf) ey | weyq |weyy |wey | |weyy | uey] 1 uetesapoluad npEp | ereoy BlHag uBlqIaua uEIHsARALA]| ¢
aymve LTOT | 920 | ST0T | +¥TOT | €C0T | ©20Z | NYNVAVI ST MO VOIS SANONTT NVNVAVTHA o
DNNDONVYNHL LIDUVL 42.&.&% DHOLYHIANI SINGI




=

[ q _ R AR[a  esTLp)
oy tedwes jpins
UBUBAR[24 pmLauad ep @ yeaang]
ISELSTUIPY RS (e8] uBBABIqLUD ueeABIUIa]
a3 jeins wwrauad eue(] uewelumad B
welsunopy | jiuall | juowl | iUl | Juaun | JIUSH Bpy st Lep urtuoyouLad jeing ppsodosd / urenoyoutisd (Riciunecting ity
wesnIn 01 01 01 o1 01 wnjag 01 ueusdusuad nEEm J2Ins ueusdueung meaneiuag | |

NYINVINIG SMNLNGE WVTVA HVAAVA NVVAVIENE YNVO NVINTVANG

avmyr LEOT 97070 i e FC0T | EToT Gelf | NVNYAYL NVNWVAYTHA
: _ AMAN HOTOL NVVIMHENHED dNAONIT ON

ONNDONVNE| e NVIVAVO[OLVIAN] QINGP

weniequiad [SENTISe AN718 [Euiuiy weusie|ad Jepueg SHLOeN

NVVAVIEING ISY.LITISYA NVAVE SINMEL
VNVSMYTHEd LIND HVEAVA WNKWO NYVNVAY]
NVave  CTVINININ  NVNVAVIEd  HVONVLS
'QIOHIVALS YNVONTM 'VIOTEM VLIVL V10d

: DNVLNILL

€00C NNHVL oy OWON
MOTOS VIOMFTVM NVHLYME
Al NVEIdINYT




uesode]
usunsniuad uep
yelseq ueedemag
BURC] weurelurg

ueweluly reuoyouad

[esodoxd ueseqequad | seyysep| URp wreure ]
veteARag BpY Lty uep usrefiuad resodord ueseyequad
aesnn UBUZ | UEqg | MU g | UBYg | Meyg | wnpg 4 ueresaaiuad npem 'SENILIaA ‘UeTe[iuag
B uetodey Ty
ueunsniuad ueduap
Tedures uruoyouLad
BROsunupy
uejeredsiad ueyesqesy ueuoowad
uep uedeyduaoy ISENSIUNUpe umyeedad
ISEOSIUILPY | HusW | Juaw | JHaw | US| jiuauwr | epy Jual UEeEsHLawe uBfjesqeay uep
uBsIp 0g og o€ 0g 0g | wnpag 0 ueesaaiuad nprepy | uedexFusiey ueesyustuag
HVYMV[ LTOT | 92O | STOE Hmcm ETOT | €TOT | NVNVAVI SOOI N IOL NVVINENES dNSONIT Eﬂzrwﬁmm i
ONNOONVNED LEADAVL NVIVAYOMOLVIICING SINALD




ueselouad /menimasiad RINs Lep
an1g uesmnday] wrenre(ul] weuojouad
uid s jems mngrauad wespeiouad fmeninjasiad
Jueueleag BpY LIl uep uedejauad uesninday eans
uesnin el g | meyg | Heyg | Ueyg | weyg | mmag z ueresafaiuad npwy | wejqreusd wep uedeatag
|
seke|
Fued yemmeliug
esodoxd |

ueure g TSRpUATION R
eyeAeay EPY ety ueressjadiuad yedey Sued uswelulg
sIsifeuy wy, | weqy | weyy | Ueyq | weyi | peyg | wniEg I TIE A resedoad sEpUIWLONIY
ueduede]
2AINS UelBquis]
isidusw ueduap eyEsn
uBuRAR[ad uefuede] uveypieEy ueyeARay yooaduaw
SO, BpY ey @alng ueist uerenuad ueduap ueduede|ay
UBSILf wey g | Ueyg | weqg | ueyg | weyg | wnpg T uefesa@iuad nEmM UBESHLIAW]

HYMYT LEOC | 9CO0E | S0 yC0Z | €202 TTOT | NVNVAVI NVNVAVTHI
1 ANMN AOTOL NVV[EEAEL dNMONTT ON
DNNDONVNE LADNvVL ._zﬂ__ﬂ__,a_{u HOLVIION] SINYG




)

W0 a8 | Wnagas | wWnagas | wnaqas wnpaas jwmpagas | gnoel wpedsy meelerquiag ynael nisfeas vep yepum| | weurefuyd (esep
ueuedepg | ebey | elboy | elexy | eley | ehoey | ehoy | wnpqss IsEIsEY (NTE Hep Suejue) ueweluid BuBuag uep yoqod)
uesnIn uey g | weyg | weyg | ueyg | weqgge | weye whod uey g usnyBHRqusd npREM epeday venyeiLRquad | weequsduag) ‘g
wewslul] ueleouad
uep uoyouwrad wreduap veweling tsaeouad
ueeARIgqUiag ISEISE] uep uoyowad usdusp
ang (M1 Brejue Jpasy UBBARIG LI 1SUYIS8]
utduwnutog meqy | ey | Weqq | weyl | wegl | WEey] WEg T pexe ueuedueiepueuad (10N'18 erejue JIpan]
ueesapduad nyEM pede uBuRSURRPLEUI]
alegt:] L 2 ey PN PENE USWNHOR NPy
udurnmueag | wey ] | wey [ | Wey ] | ey | | uey| | mnpg I uetesapAuad npEM | pede uswnop usdeliuag
uoyomad
apeday wenymuaquad
jBins uep uogomsd
uswefuly meuoyounad | epeday uenyejLaquiad
HVMVE LTOT | 9¢0T | SE0T | vEOT | €T0C CE0T | NYNYAYT NVNVAVTI
ANHN MOTOL NYVOREN A dNMONIT ON
DNNODNVNEA LAONY.L NVTVAY D HMOLYHICANI QINHP




SIUsa], ueindal jeans dosuoy ueureluid vwisuag epedoey | uelequasuad
uesnin wey [ | Weyl | Wey| | wsyq | weyqy | wey( | wey] uetesapAuad niyEm uepdeuad uep uemday, uByEBUAg g
o
ymyel EdEue) qemajoawm
odwsy | odway | odway | odway | edwa | odwa otdway emefin] emuauag (ye) Sued (esel uep yodod)
goiel | grael | yneel | ymel | ymel | ygnyel gnyel rpeday ureieiquuag uemequnduad yepom|
ueueie[a | YB[R19S | 4B[R138 [ YE1as | (¥[1a8 | UBpRISs | Yelales | yB[a1es weNNIsed (19 Wep [Suemua) uetnefur] ruuausd
uesnin peq 1 (weyq | HEYT | weyq | uegl ) Hey| LG uenyeaquad nem epeday) uenymuIqLIag
yeleed
urBARIGLUIS] YUR(] yeide] useleiquuag
mewrefury (esel uep vue( ueweluy] (esel
odjed) venequiaduad | uep yoxod) usrequsduad
usdueray UBELIIAUI] durius] BILID U]
1eqelay WEY [ | meyq | Weyp | weql | weqp | weyp | owey | duEjus] BWILDUI] | Hueg UBSUIP ISBIISUHIY
eIae(]
odwa) | odway | odway | edwa) | odwey | odumay (esel uep soxod) ueeABig g
gmel | ymel el el , gryel . yniel oy trenre (] euauag _ wetequiaduad odua BLEC]
avmvr LTOT | 9g¢0T | STO0T | +20T | ET0L 20T | NYNVAYT NVNVAVTHEd
: AN JOTOL NYVEEAHEd dNMONIT ON
DNNOONVNIA LADNVL NVIVAV O -MOLYMICNI SINHP




eps

[ ueindx) uvewelul]
ewiauad epeday
Wedduniza duek
uswelulg esel wep
yoxod uerEqURBUa]
Fuejue] uewelug
ewauag epeday

(e
p's 1 ueanEs) yedduniia]
fued veuwreluly esel

uep yoyod uenequaduad

merpdeuad wep ueinday Buejus) ueurslulg ewuauad
anig Lty 1eIns ueygaauad epeday veyFvuad vep
udwiiag | Wey 1 | weqq | Heyq | uey [ | weyl | Hey | ! ueresaPAuad iRy | UBINED) JRINS uRlgiauag
(£ p's 1 ueands))
upweluly vuueuad
epeday yedduniia
Fued meurelud YrIan(]
esel uep yoxod (g ps UBBARIUII]
verequafuasd Fuejuoy | | urinday) sjediunuo Suel | vueq uewrelulg
wewelul] swueusd | wewsfulg esel vep yoyod yefdun1D)
urueiead epeday ueyideuad wep wenequaduad Sueiua | (esel uep yosyod)
Y MY LEOE | 90T | SC0C ye0e | €20¢ ZEOE | NVNVAV NVNVAYTHd
ANMN MOTOL NVVIRHENED dAMONTT ON
DNNDOONVNEd NVIVdVIOLVAIANI QINM

JA VL

|




(g wep 1 ueeduuad)
yeddunyie) Suwel
uewrelur ewauag
epedoy uemdeung
uep umjediunad

‘(¢ wep

| ueiebuuad) yedduniaay
guel uvwelut] esel

uep yoyod usmequafuad

[Bueiuay ueurelulg vwusuad

ueduenduag epedoyy meyiEeuag
anig ey JRINIS UBIgIauag uep uejpeduLad
wdwimnuad | ey | Mey| | Weq( | uey( | wey | | mey I ustesafaduiad NS uejgRuad
(z uep 1
uepduitad) yeEduniim
dued ueweluy
esel uep joyod
ueljequaiuad Sueiua (z uep 1 uejeduliad)
uewre ] emnauad HedEduno) Sued
epeday vey@euad | ueswelug esel uep yoxod
uep ueyeduad urefequaiuad Sueiua)
BIES] Teans dasuoy |ueweluy swuouad epeday
elg| ue@deg | uwy | | uWey | | Hey | | Leyq | ey | weyg ZLLE R ueesapiuad npEey | teyEeuad uep mejeiutay
HY MV LC0C | 9T0T | ST0T | +vCOT | €COT | ECOT | NVYNVAVI NVNVAVTHd
HANA MOTOL NYVIHENAD dNMONTT ON
ONNODONVNEHI LADNY.L NYIVdY D[ OLVHIANI SINAP




Fueuosiag Fued yeyrd

epeday yeeseulag
Fued weweluyd

rwauad 15eq (esel Yr[EsEULL|
uep Hoxyod) uswelurg Fueuamiaq Jued | Fued veureluly
uerequiaiuag | seyrd epeday yeesBlULIq PUILI2UD
ueresapaduag | Suek venefurd vuuouad | 1Feq (esel ue
ueyedwiad Feq (esef wep xoxod) poyod) weurelur
UBUBAR[I] epy BpY Lrey Jeimg dosuoy | wemmsfluld weequaduad | ueIRGUISEUS
il o wey [ | wey ] | Weyl | wEy ] | unjag | WRog [ geunsniuad npyey | ueesspiuad veyedanad upmsapAURg ‘g
ueunde vraure (g
uamnop ueyerafusd wauad
uep uewelild upunde | (deq (eser URp
UESEUN[ad BIeoy matmop uegeialuad Hoxod) veureluny
veteAE[ag LBy pjuag tepgeuad | uep ueweluld uesBUNAd werequaFuad
wesni) wey 1 |weyyp | weyl | ey | weygl o Heqq [ uepesafaiuad nPEM IR0V BILIDE UBHQOUS] uglEsaRAUd] b
HYMVT Lgoe | 9ToT | STOT _ vEOZ | €T0T | ETOT | NYNVAVI NVNVAYTH
DONNDONVNEL 1ADNVL NVIVIVD[HOLVMIANI R0 N VR DA ORT SINAl oN




“Hedsunuatu
BAUIUN[2Gg2s
yegqesEu Fued yeqeseu UBIOIIS
uRIolas URI0]38 Epuel JBINs jenguam
EpUE] 18NS urel 1 | Suen ‘iIsuBny UBp UBIOI2S BUILIGUIN
15 ‘BIBEpUIg
ElUaWnyop 23] ISUBIINY
‘refeq tfuel uejeduliad E11383(] UBI01aS SUEn
Ny Jjueinda /u _ T uexyepAuaul ‘LBoD
‘uen u enyeLaquad ueinsdue urseiequuad
erelequad VLt 1|8IN8s epe By weeddum
ISUBIINY 0F 'SEdN) jBIms ueyideuad ussynyeERN
. s ue uen
mding nyyep | wedegdusjey uﬂn_ __n-m wiy ”M“MM Eﬂw.mnh Susnay | edejag -
N GuaRIA jeqefog | wesniq e
nijeg mny EUESyB[3d




“Bueyepuaw uniel gped eloury 195191 usedeosusd wejep uewopad uexipelip
edep Agog - €70 unyel yeideq uesuendy uepeg eped ueedeiquiag
IsEIIsed  dlg stdeleng wuwdusy erAuunsnsls)  usdusp edoulag

Tedeosal jedep neaq Sued usinge ueBuap
rensss ((N7TE Mdd) Yyerseq wnuip veuele] uepeg uveduensy] uee[o[asuad vlod
selgeIunyy eAuwiexduruapy, nited yeiaeq ueduenay uepeqg eped ueedeiquiag
IsENISe (N7Tg Lep ueieses ueredeousd Suelunusw weep usidereyp
sued ellouny 12812 e55uIyas remesad elioury uep efequal elioury usyeqsuruad
eped IsElusuolag 3Buek (QNTE-Mdd) Yeleeg wnuin uBuRAR]  uBpeg
weBuenay ueve[oleBusd eiod ueddersuow SBued yessr( uvelviguind BUuB(Q
ueeoj2duad weEp urnoe ueyedniow JZOZ-CZ0Z 2pouad oo vloY Yeided
ueBuenay uepeqg eped ueedeiquag SENISE] (YTH SBoIBNS BUBIUIY

‘Yedar(] uEsUENa)y| uBpef Bped yRiaB(] SIUNa]
vuesyeRd nupn elsy evle] uep wesiuesl) uymusquad Susjusl SuBjud)
8107 uUnye], 9g JIO0WON YRBIIB( URINIBID] UEBP JOj0§ EBI0) Yelde(] uUesSuena)y
uepeq [RMI¥NIOS uUseqer sSedn] ueioupy] uep 1sduny ‘sedn] Suzju)
00z Unye], [0 JIOWON O[0§ EIONI[BM UBIIBIad UBp YBlow( lBdduBlad
ISBSIUBEI() URUNSNG UBp ueynjuaquad Fuejua) G107 UNYLL C JOWOoN URIDB(]
uBINIBIa UBBUSpP 1BNS3S QFNF — 207 apouad yoog eloy yeiae( ueSuBnNay
uepeq eped ueeieiquing seIIse] (1d s5uny uep yoxod sedn uesuesie[ad
uenpued ueqedniam Sued ‘Yelae( YeluLOWad BUBOUSN UBP AQNCdN ‘adrd
uryeqniad BIBD BIBL BUIS (JWd¥ UBP (drdyd Susjusl epiad usBusousy
ISen[eAz eIe) ®vie], ‘yeiseqg usunduequiad isenjeas] uep ugepuasuag
‘urEUBEOUalad BIB]) BIB] SUBIU3] 107 unye] 98 ON [aSaN wefe(] LI2IUSW
Ueimjeldd UB3USp TENSIS UNSNSIP LZOZ-£€0¢ 2pouad opog w0y yeiseq
uesuenay uepeqg eped ueeleiquiad ISEIISEY (114 SE21eng BUBDUIY

d0LANAd
IIA §VH




) 100 T €05661 R1119961 dIN
=3 Vv 15 W HS INVAVANTH VNHIAON

\' HYYIVA NVONVNEN NVave V"de NVNIdWId ISISOdSIU
erReq
ueeAviqWiag ISEN[ISE] UEPRE SOl PUBSYE[ad Mu[) ymawQ
wmty) ueuRfe UEpRg [RwImy URUBAB|a4 JEpuRlS ‘SiBRmug sely uedue] wpue) uep
EUEIUY B|O[2Y ¥IE] BjO4 FURlud HOOS RIOY IeA vRmiRing . uen(fiasisg uoyow ymun
deySuel (enp) 7 - urndurey

uRBARIqUI 1SEIISES (1 Ld[] YRI0
anTd Ndd uewuesyead weEp 1esep ©Feqas uRYRUNSID YRPE(]
UBBARIQUI ISEN[ISE4 uBpeRE SUNO] BUESNE{R WU YeLeq
tinuy) UruRAET] uRpRg [RUIUIN uvuedad .epumis Sifemng
BUBDUAY ‘B[D[2Y BIE], BjOJ BUBIUD] YO|OS BIOY IBA UBINIRI - uRiEE)

yesseg
UBBABIQIU,] ISBU[ISE] UBPRE SIUNS] BURSHERJ 1W[] yesded
WG] UBURART UBPRE [BULULY uBuBARR4 Jupumls sifImng
BURDUSY ‘E|0]3Y BIR] BjOJ Bupiil JO[O§ BIOY IEA\ URINRDg BUBID |
' 1HULIOY
ueRuap usyreduwesicy

SYNIA HVMSVN NVATVONEd VLON

qojos
1p
YO[os B10) yeieq sumayag yedeg 7
HO[0S TONEM, [14EA Pdeg |
BRI
H0[0§ TIONIEM Yedeg A
- wpeday ECOT-A/ANE/ pag/ 006 - JOWON

£00C BN ojos

FROT (€540 di2L 40[oS T0Y A5 ON YRITHIS Jnqn uepef
HVIAVA NVONVIAM NVAvd
HOT0S ¥YLON HYINIHAIWEL




11 WYH twp wingnH unRpsusmay miurpun-Surpuniad uninen [uopoaf mpang g
unp ‘msauopu] Yignday MESNUN ISTSY {TH GTp Ny uaep )

100 1 116861 SO909961 "dIN
HW HS SNV "OLWVANS SIUVH

MWMV}IHMI@

HYAVTIM MOLNYY VIV4AEA

yisey ewuay ueydesnip yreq Sued ewweselay uvp usnugad sey

‘witninjuaq uedeye) 3y nnfuepEpunp jedep
SRR Ip PRSYBUID UIOYI[EA, URIMIRIS UBSUBOUEY EYEW INqosia) [ey ueSuap wedunqniyag

‘upfuppu}-SuBpunia TRINRI]
mmuaqiuag Furu ||gg unyel g1 Jowoy Suevpun-Sumpup) sely Enpa) ueByeqnidg Furyum
7707 unye ] g1 Jowop Suepn-Suspup) ueSuap nyyeia) ey vdwiagaq qequip [E{d) BUBLIIRGRGIS
ueSuspup)-Suspuniaj veImeIDd URYMUOqUa Bueisn [[0T ungel 1 JOWON durpun-Suspun
(IL6 [USEd WEjEp pRSYRUIp BURLIETEGES UBNIUISY HENIESEPIDg RIONI[EA\ URINIBIDJ UESURIIEY
isdasuoy uedeuewad oep ‘meeinguuad ‘wesesiuouneySuad uminyeIp YR|s1 uRBARIqUI] ISEI|ISE.
uppeg SIUYa] BUBSWE[?d UUM ¥elowg wntun UsueleT] uepeq [eWnuUTy URURAE[a] JepuBlg
‘stEoiRng RURILAY ‘EjOPPY TIR] Bjod Sumum 0|0 EONI[EM URIMED] ueESuBIUBY BMI[Eq
meyredures Twey 1w ewesidg “epeyiaduey isesiuonuvy [eyuad €Z0Z WenuEr ¢ [BSUTLA £T0T
-YNH/E1/081 NS Jowou usfuap NOO§ WMoY (RBQ SUMAINAS JRINS nniueyepUTEa A

jojos
P
JNojos EI0Y] [HIULDWa Yeiae( SUmANIS YA

BIONI[EAL URINJEID ueSusduey

upIsEs{uOULEYIu [1sey uslndweiuag - [eH
deySuey (mes) | ¢ vendwe]
ST -TO'POdd'EM - JOWON

€TOT Iudy ¢

i O WEYUI{IIWa Y Jequing // : dpy : uewe]
01SSSOL-TSL0 unsyed TLFSSOL [SLO UDd3j3L
£€167 Sumped - QST ON UBULIEY °S "UJ[
LVEVE VHALVINNS HVYAVTIM YOLNVY
1 VISANVIN ISYSY MVH NVd WNOMNH NYTHIILNINTM




1002 Eﬂ‘.-'ﬁ(ﬁ?[ 119961 dIN
WV IS W3S INVAVONTH VRUIAON

HVEAVA NVONVIEN NVAVE VIVdIN NV NIdINI ISISOdSIA

HERE(]
UBBARIqQUIa ISBU[ISE] UEPEE SIUN2] BUESYE[R 1] YRiZEQ
Wy ueusdet] uepeq |Bwiuipy usuede|eg Jepuels SiBelens
BUBIUDY BjOI2Y Evie] vj0d SuBiudl O[OS RIOY I[EAY URSIRDg

deySues (enp) T

upRARIqUIad ISEN|ISE (LdN Y210
Q18 Mdd uevuesye|ad wepep resep 1858Gas uryRUFIP (RIdE(]
UBRARIQUIAJ ISEVI[ISE] UepRg SHWINAL WURSHEdJ UM WRISRC]
wnwry upueAe] uBpRg [RUWILL uBuEERd Jepurly SiSaRus
BUBDURY ‘BjO[3N BIRL ¥[0d Tumual JO[OS BION I[BAY UBIMIEID

Yeae(
UEBABIQUIa 1SE1||ISE] UBpRE SIUNa] BUBSHR[3] TUM YRBRQ
wniy uewede] uepeg (Bluiugy ususiejag mpumls Csifamusg
BUBDUSY B|O[2Y RIE] BjO4 SUBIUA] ¥O[OY BIOY I[EA\ URINIEID

SVNIG HVMSVN NVIAIVONEd VION

NO[os
Ip
O[OS B0 Yeidn(] SURIANPRS Yedeg ‘T
AOI0S mIoqIEM [EM Hedeg |
CIRERy
Nolog BloHEM edeg YA

SEIY UESUR] BpUE] uRp
uenlmasiag uoyopy yrus)

uendureny

UBIEIE)

BUBIUD ]
1etnI0y
ugfuap ueyiedwesi(y

epeday £TOT-A/aNg/ / Q06 - JOWON

£T0T BN Nopos

PRO0NT (s5L0) di2L Y0108 TIOY G) ON YEIBYIS YnqnT Uejaf

HVYAVA NVONVIIM NVAVE
NMOTOS V.LOM HYINIHAWAL *




1 . L
-. &
: - = = II.'l
R
.. N
T Th -
e
N . .-
- . |
" . E
~ = " T= g N
-. Il
d
g !
. n
EL « T, 1
- | '-I:i|. ..;...
) .
- . = s
- - -
k
i N -|ll'-
- "0 . .




